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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP 

CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 

 

Oleh 

 

ALVIN ALYONNI 

 

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mencegah calon tunggal pada Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.  

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan 

terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK, serta pendekatan empiris 

melalui wawancara dengan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Lampung dan pengamatan terhadap tahapan pencalonan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling dengan analisis data secara kualitatif 

deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK berlangsung 

secara bertahap dan adaptif. Pada awal pendaftaran (27–29 Agustus 2024), hanya 

satu pasangan calon yang mendaftar sehingga berpotensi terjadi calon tunggal. KPU 

Kabupaten Lampung Timur kemudian mengambil kebijakan perpanjangan masa 

pendaftaran. Setelah terbit Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 

sebagai panduan teknis pasca putusan MK, KPU melakukan verifikasi ulang 

terhadap dokumen pasangan calon kedua yang sebelumnya dinyatakan belum 

memenuhi syarat administratif. Verifikasi ulang ini menghasilkan penetapan dua 

pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga Pilkada Kabupaten Lampung 

Timur 2024 akhirnya berlangsung secara kompetitif tanpa calon tunggal. 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon Tunggal, Pilkada, Komisi 

Pemilihan Umum, Kabupaten Lampung Timur 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 

60/PUU-XXII/2024 ON SINGLE CANDIDATES IN THE 2024 REGIONAL 

HEAD ELECTION OF EAST LAMPUNG REGENCY 

 

By 

 

ALVIN ALYONNI 

 

This study aims to analyze the implementation of Constitutional Court Decision 

Number 60/PUU-XXII/2024 in preventing single candidates in the 2024 Regional 

Head Election of East Lampung Regency.  

The research employs a normative juridical approach through literature study of 

legislation and Constitutional Court decisions, as well as an empirical approach 

through interviews with sources from the Lampung Provincial General Election 

Commission and observation of the candidate registration stage. The sampling 

technique uses purposive sampling with descriptive qualitative data analysis. 

The research results show that the implementation of the Constitutional Court 

Decision proceeded gradually and adaptively. During the initial registration period 

(August 27–29, 2024), only one candidate pair registered, potentially resulting in 

a single candidate scenario. The East Lampung Regency General Election 

Commission subsequently adopted a policy to extend the registration period. 

Following the issuance of the General Election Commission of the Republic of 

Indonesia Circular Letter Number 2038/PL.02.2-SD/06/2024 as a technical 

guideline following the Constitutional Court decision, the Commission conducted 

re-verification of the documents of the second candidate pair that had previously 

been declared not to meet administrative requirements. This re-verification resulted 

in the determination of two qualified candidate pairs, so that the 2024 East 

Lampung Regency Regional Head Election ultimately proceeded competitively 

without a single candidate. 

Keywords: Constitutional Court Decision, Single Candidate, Regional Head 

Election, General Election Commission, East Lampung Regency 
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MOTTO 

 

 

ا يغُهيرُِّ  له  اّلله  إنِ   ت ى   بقِهوْم   مه ا يغُهيرُِّوا حه هنْفسُِهِمْ  مه  بأِ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." 

(QS. Ar-Ra’d [13]: 11) 

 

يْرُ   لِلن اسِ  أهنْفهعهُُمْ  الن اسِ  خه

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." 

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni) 

 

“Tidak sempurna iman seseorang yang meninggalkan dunia nya untuk akhiratnya, 

dan tidak sempurna pula yang meninggalkan akhiratnya untuk dunia nya.” 

(Al Hadits) 

 

 

"Mengubah diri untuk menjadi insan yang bermanfaat, sebagaimana perintah 

Allah agar manusia memperbaiki dirinya, dan teladan Rasulullah yang 

mengajarkan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sesama." 

(Penulis - Terinspirasi dari QS. Ar-Ra’d [13]: 11 dan HR. Ahmad, Thabrani, 

Daruquthni) 

 

 

“Satu Kata Untuk Korupsi, Lawan” 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi konstitusional Indonesia berlandaskan pada prinsip kedaulatan 

rakyat dan supremasi konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) 

dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar, yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan 

sekaligus penjamin hak-hak politik warga negara. Prinsip ini menjadi fondasi 

utama dalam seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat di tingkat lokal1. Karakter demokratis Pilkada ditegaskan secara 

eksplisit dalam konstitusi melalui Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, serta Pasal 22E 

ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan pemilihan umum sebagai sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat2. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pilkada 

tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif pemilihan pejabat daerah, 

melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin partisipasi politik 

rakyat secara bebas, adil, dan bermakna dalam menentukan pemimpin daerahnya3. 

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 

merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 

28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 

 
1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 
2 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2010). 
3 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 
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Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia4. Jaminan konstitusional 

tersebut menempatkan hak politik warga negara sebagai elemen fundamental 

dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Oleh karena itu, setiap pengaturan 

hukum mengenai Pilkada harus dirancang untuk menjamin kesetaraan kesempatan 

politik dan tidak menimbulkan pembatasan yang bersifat tidak proporsional, 

sehingga berpotensi menghilangkan atau mereduksi hak warga negara untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses demokrasi. 

Dalam praktik ketatanegaraan, jaminan konstitusional atas hak politik 

warga negara tersebut menghadapi tantangan serius dengan munculnya fenomena 

calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Kondisi ini menimbulkan 

persoalan konstitusional karena proses elektoral berlangsung tanpa kompetisi 

yang memadai, sehingga berpotensi melemahkan legitimasi demokratis 

pemerintahan daerah yang terbentuk serta mereduksi makna kedaulatan rakyat 

sebagai fondasi utama demokrasi konstitusional. Fenomena calon tunggal tidak 

dapat dilepaskan dari desain hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang 

menetapkan ambang batas pencalonan melalui dukungan minimal partai politik 

atau gabungan partai politik. Meskipun pengaturan tersebut dimaksudkan untuk 

menjamin stabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, dalam praktiknya 

ambang batas pencalonan justru mempersempit ruang kompetisi politik serta 

membatasi akses partai politik kecil dan calon perseorangan dalam kontestasi 

Pilkada5.  

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, keberadaan ambang batas 

pencalonan kepala daerah yang berujung pada munculnya calon tunggal 

mencerminkan adanya ketegangan antara norma ideal konstitusional (das sollen) 

dan realitas praktik ketatanegaraan (das sein)6. Secara normatif, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk 

berpartisipasi secara bebas dan setara dalam proses demokrasi, termasuk hak 

untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Namun, dalam 

 
4 E Sutanto, “Hak Konstitusional Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” Jurnal Hukum & 

Pembangunan 51, no. 3 (2021): 201–18. 
5 Dede Rosyada, “Pilkada Dan Demokrasi Substantif Di Indonesia,” Jurnal IUS QUIA 

IUSTUM 27, no. 1 (2020): 44–59. 
6 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2015). 
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praktiknya, desain regulasi pencalonan yang bersifat restriktif justru berpotensi 

membatasi ruang partisipasi politik rakyat dan mempersempit pilihan elektoral 

yang tersedia dalam Pilkada, sehingga mengaburkan substansi demokrasi 

konstitusional yang dijamin oleh konstitusi.7 

Meningkatnya fenomena calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari 

interaksi antara ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dominasi koalisi besar partai politik di daerah 

yang kerap dilabeli sebagai Koalisi Merah Putih. Koalisi yang bersifat pragmatis 

dan non-ideologis tersebut mengonsolidasikan mayoritas kursi DPRD, sehingga 

mempersempit ruang pencalonan alternatif dan secara faktual menghambat partai 

politik di luar koalisi besar untuk mengusulkan pasangan calon. Kondisi inilah 

yang mendorong Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan pengujian undang-

undang ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa ambang batas pencalonan 

telah mereduksi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih serta 

bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi substantif. 

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 kemudian 

memberikan koreksi konstitusional dengan membuka ruang pencalonan yang 

lebih inklusif sebagai upaya membatasi dampak sistemik dominasi koalisi besar 

terhadap kompetisi politik, meskipun efektivitas putusan tersebut dalam 

menghilangkan calon tunggal tetap bergantung pada perubahan praktik koalisi 

partai politik di tingkat daerah. 

Ketegangan antara norma konstitusional dan praktik Pilkada dapat 

dijelaskan melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Laurence M. 

Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh 

keterpaduan antara substansi hukum (legal substance), struktur kelembagaan 

(legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks Pilkada, 

meskipun substansi hukum secara normatif telah dirancang berdasarkan prinsip 

demokrasi, implementasinya kerap tidak mencerminkan nilai partisipatif akibat 

lemahnya budaya hukum elektoral serta ketidaksiapan kelembagaan dalam 

 
7 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi 

Press, 2015). 



4 

 

menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat secara substansial dalam setiap tahapan 

penyelenggaraan.8 

Sejalan dengan kerangka teori sistem hukum tersebut, Yusdiyanto (2021) 

menegaskan bahwa kebijakan Pilkada harus dipahami sebagai manifestasi 

demokrasi konstitusional, di mana hukum berfungsi menyeimbangkan 

kepentingan politik dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh 

karena itu, desain regulasi Pilkada yang mengabaikan prinsip partisipasi rakyat 

yang bebas dan setara tidak hanya berimplikasi pada aspek teknis elektoral, tetapi 

juga berpotensi mereduksi makna demokrasi dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Fenomena calon tunggal dengan demikian tidak dapat dipandang 

semata sebagai persoalan politik elektoral, melainkan sebagai indikator sejauh 

mana prinsip constitutional democracy benar-benar bekerja dalam praktik 

pemerintahan daerah.9 

Dalam kerangka konstitusionalisme, hukum berfungsi membatasi 

kekuasaan sekaligus menjamin bahwa pilihan politik rakyat tetap bebas, setara, 

dan bermakna. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas pencalonan melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami 

sebagai wujud konkret penjagaan terhadap hak konstitusional warga negara serta 

koreksi terhadap desain hukum elektoral yang berpotensi melanggengkan praktik 

calon tunggal dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat.10 Putusan tersebut 

sekaligus menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the 

constitution dalam memastikan bahwa regulasi Pilkada tetap selaras dengan 

prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 

Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding), 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya bermakna 

sebagai koreksi normatif terhadap Undang-Undang Pilkada, tetapi juga 

 
8 Laurence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: 

Russell Sage Foundation, 1975). 
9 Yusdiyanto, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi 

Konstitusional (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021). 
10 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024,” 

2024, https://www.mkri.id. 
11 Ni’matul Huda, “Mahkamah Konstitusi Dan Prinsip Demokrasi Konstitusional,” Jurnal 

Konstitusi 17, no. 4 (2020): 551–74. 
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melahirkan konsekuensi yuridis yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh lembaga 

penyelenggara pemilihan kepala daerah. Koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap 

ambang batas pencalonan menegaskan bahwa praktik pencalonan yang berujung 

pada calon tunggal bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi 

yang berkeadilan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, Putusan MK tidak hanya 

berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai instrumen penataan ulang 

desain hukum elektoral agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 

keempat, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses 

penentuan kepemimpinan melalui mekanisme demokrasi yang adil, partisipatif, 

dan bermakna.12 

Dalam perspektif politik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024 mencerminkan perubahan orientasi kebijakan hukum Pilkada 

dari pendekatan yang menekankan stabilitas dan efisiensi elektoral menuju 

paradigma demokrasi konstitusional yang lebih inklusif dan partisipatif.13 

Pergeseran ini menunjukkan bahwa koreksi konstitusional yang dilakukan 

Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bersifat yudisial, melainkan juga 

mengandung dimensi kebijakan hukum negara. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Bagir Manan, politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk 

dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana ditetapkan 

dalam konstitusi.14 Oleh karena itu, koreksi Mahkamah Konstitusi terhadap 

ambang batas pencalonan harus dipahami sebagai bagian dari reposisi politik 

hukum Pilkada agar lebih selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan 

perlindungan hak konstitusional warga negara.15 

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 

tidak serta-merta menjamin terjadinya perubahan praktik ketatanegaraan apabila 

tidak diikuti dengan implementasi yang efektif oleh lembaga negara yang 

 
12 M S Kaelan, Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara (Yogyakarta: Paradigma, 

2015). 
13 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 

Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah” (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, 2024). 
14 Bagir Manan, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat (ELSAM), 1998). 
15 Ni’matul Huda and Imam Nasef, Hukum Tata Negara Dan Demokrasi Di Indonesia 

(Yogyakarta: UII Press, 2019). 
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berwenang. Sebagai negara hukum (Rechtsstaat), penyelenggaraan pemilihan 

umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah, harus diletakkan dalam kerangka 

supremasi konstitusi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang 

bersifat final dan mengikat (final and binding).16 Implementasi putusan MK 

dengan demikian merupakan bentuk konkret pelaksanaan asas rule of law, di 

mana setiap penyelenggara negara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

wajib menyesuaikan kebijakan dan tindakan hukumnya dengan koreksi 

konstitusional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi 

Putusan MK oleh KPU menjadi penentu utama apakah koreksi konstitusional 

tersebut benar-benar berdampak pada penguatan demokrasi lokal atau justru 

berhenti pada tataran normatif semata. 

Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya berimplikasi pada perubahan 

norma hukum secara abstrak, tetapi juga melahirkan konsekuensi konkret dalam 

praktik ketatanegaraan.17 Putusan tersebut secara langsung menuntut adanya 

penyesuaian regulasi dan kebijakan teknis oleh lembaga penyelenggara pemilu, 

khususnya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, agar 

tahapan pencalonan selaras dengan rasio putusan Mahkamah Konstitusi. Selain 

itu, putusan ini mendorong terbentuknya pola relasi dan struktur kerja baru antar-

lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawal proses pencalonan kepala daerah 

secara lebih inklusif dan kompetitif. Lebih jauh, Putusan MK ini juga berimplikasi 

pada perubahan budaya hukum penyelenggaraan Pilkada, dari praktik yang 

bersifat prosedural dan elitis menuju demokrasi konstitusional yang menempatkan 

kompetisi yang adil dan partisipasi rakyat sebagai substansi utama proses 

elektoral.18 

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 

dalam praktik tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor struktural dan kontekstual yang saling berkelindan. Pertama, 

faktor normatif, yakni kesiapan dan konsistensi regulasi turunan terutama 

 
16 MD, Mahmud, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta; Rajawali Pers, 2011) . 
17 Indonesia, “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan 

Kepala Daerah.” 
18 Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi: Judicial Review, Dan Demokrasi (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2018). 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam menerjemahkan substansi dan rasio 

putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam norma teknis penyelenggaraan Pilkada. 

Kedua, faktor kelembagaan, yang berkaitan dengan kapasitas institusional, 

independensi, serta profesionalitas KPU sebagai pelaksana utama tahapan Pilkada 

dalam menghadapi dinamika dan tekanan politik di tingkat lokal. Ketiga, faktor 

politik, berupa resistensi partai politik, konsolidasi kekuatan oligarki daerah, serta 

kepentingan elektoral jangka pendek yang berpotensi menghambat pelaksanaan 

substansi putusan MK. Keempat, faktor waktu, mengingat Putusan MK tersebut 

lahir menjelang tahapan krusial Pilkada Serentak Tahun 2024, sehingga menuntut 

adaptasi yang cepat, tepat, dan responsif dari penyelenggara pemilu. 

Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

XXII/2024, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan surat edaran dan kebijakan 

internal yang disusun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara KPU dan 

Komisi II DPR RI sebagai forum konstitusional pengawasan legislatif terhadap 

penyelenggaraan pemilu. Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman 

teknis sementara bagi jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam 

menyesuaikan tahapan pencalonan kepala daerah dengan substansi dan rasio 

putusan Mahkamah Konstitusi.19 Namun demikian, sebagai instrumen 

administratif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, 

keberadaan surat edaran KPU menunjukkan bahwa implementasi putusan MK di 

lapangan masih sangat bergantung pada interpretasi administratif penyelenggara 

pemilu. Kondisi ini membuka ruang perdebatan konstitusional mengenai sejauh 

mana kebijakan internal KPU benar-benar merefleksikan koreksi konstitusional 

yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi dan mampu menjamin kepastian 

hukum serta keseragaman penerapan norma di seluruh daerah.20 

Keterbatasan dan dinamika implementasi tersebut pada akhirnya 

menimbulkan implikasi hukum dan ketatanegaraan yang signifikan. Apabila 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak 

diimplementasikan secara optimal oleh penyelenggara pemilu, maka prinsip 

 
19 Hadar Nafis Gumay, Penyelenggara Pemilu Dan Dinamika Implementasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Perludem Press, 2022). 
20 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Surat Edaran KPU Nomor 

789/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Penyesuaian Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pasca Putusan 

MK Nomor 60/PUU-XXII/2024” (Jakarta: KPU RI, 2024). 
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supremasi konstitusi dan asas negara hukum berpotensi mengalami degradasi, 

karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak 

memiliki daya kerja efektif dalam praktik ketatanegaraan. Lebih jauh, kegagalan 

implementasi tersebut berpotensi mereduksi demokrasi konstitusional menjadi 

demokrasi yang bersifat prosedural semata, yang ditandai dengan minimnya 

kompetisi politik, rendahnya partisipasi pemilih, serta terbatasnya representasi 

politik di tingkat lokal. Sebaliknya, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang konsisten, taat asas, dan berorientasi pada substansi konstitusi diharapkan 

mampu memperkuat demokrasi lokal yang inklusif, kompetitif, dan berkeadilan, 

sehingga Pilkada benar-benar berfungsi sebagai instrumen perwujudan kedaulatan 

rakyat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Dalam konteks Pilkada 2024, khususnya di Provinsi Lampung, masih 

ditemukan daerah yang tetap menyelenggarakan Pilkada dengan calon tunggal 

meskipun telah terjadi perubahan tafsir konstitusional melalui Putusan MK 

Nomor 60/PUU-XXII/2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai 

sejauh mana putusan tersebut dipahami, ditindaklanjuti, dan dioperasionalisasikan 

oleh penyelenggara pemilu daerah dalam tahapan pencalonan. 

Kabupaten Lampung Timur menjadi locus yang relevan untuk dikaji 

karena merepresentasikan dinamika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi 

pada level empiris. KPU Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi strategis 

sebagai institusi yang bertanggung jawab menerjemahkan norma hukum dan 

putusan yudisial ke dalam keputusan administratif dan teknis penyelenggaraan 

Pilkada. Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan KPU tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga mengandung dimensi konstitusional karena berkaitan 

langsung dengan pemenuhan hak politik warga negara dan legitimasi demokrasi 

lokal. 

Permasalahan implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak 

semata-mata berkaitan dengan kepatuhan formal terhadap putusan pengadilan, 

tetapi juga menyangkut konsistensi antara asas negara hukum, prinsip demokrasi, 

dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidaksinkronan antara 

putusan Mahkamah Konstitusi dan realitas Pilkada calon tunggal berpotensi 
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menimbulkan implikasi ketatanegaraan yang serius, seperti tereduksinya makna 

kedaulatan rakyat, melemahnya kompetisi politik, serta munculnya preseden 

problematik dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk 

mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap fenomena calon tunggal pada 

Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan studi pada KPU 

Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis 

komprehensif dalam perspektif hukum tata negara mengenai kesesuaian antara 

putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi Pilkada, dan praktik penyelenggaraan di 

tingkat daerah, sekaligus menawarkan kontribusi akademik dan rekomendasi 

normatif bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. 

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena calon 

tunggal dalam Pilkada bukanlah sekadar anomali teknis, melainkan persoalan 

struktural dalam desain demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian yang 

dilakukan oleh S. Kadar menegaskan bahwa dominasi koalisi partai politik besar 

dalam proses pencalonan kepala daerah menyebabkan tertutupnya ruang 

kompetisi politik, sehingga calon tunggal kerap muncul sebagai konsekuensi dari 

praktik kartel politik lokal.21 Temuan ini diperkuat oleh studi empiris oleh Hidayat 

dan Nurhasim yang menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah 

berkontribusi signifikan terhadap berkurangnya alternatif kandidat dan 

melemahnya kualitas pilihan pemilih.22 

Dalam konteks hukum tata negara, penelitian Jimly Asshiddiqie 

menekankan bahwa keberadaan calon tunggal harus diuji secara konstitusional 

berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak warga negara dalam 

pemerintahan. Menurutnya, demokrasi elektoral yang sehat mensyaratkan adanya 

kompetisi yang rasional dan terbuka, sehingga konfigurasi hukum yang secara 

sistemik melahirkan calon tunggal berpotensi bertentangan dengan semangat 

 
21 S Kadar, “Checks-and-Balances Dalam Pilkada Daerah,” Analisis Kebijakan 8, no. 1 

(2020): 23–35. 
22 R Hidayat and M Nurhasim, “Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dan 

Demokrasi Lokal Di Indonesia,” Jurnal Politik 7, no. 2 (2021): 115–34. 
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konstitusi.23 Temuan normatif ini sejalan dengan kajian Saldi Isra yang 

mengkritisi inkonsistensi regulasi Pilkada dalam menjamin demokrasi substantif, 

khususnya ketika hukum pemilu lebih melayani kepentingan stabilitas politik 

dibandingkan perlindungan hak konstitusional.24 

Penelitian lain yang secara khusus menelaah peran Mahkamah Konstitusi 

dalam penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh Fitria dan Setiawan, yang 

menyimpulkan bahwa putusan-putusan MK terkait pemilu dan Pilkada memiliki 

karakter sebagai constitutional engineering.25 Namun demikian, penelitian 

tersebut juga menemukan adanya kesenjangan implementasi di tingkat 

penyelenggara pemilu daerah, akibat keterbatasan penafsiran, resistensi politik 

lokal, serta dominasi regulasi teknis yang belum sepenuhnya diselaraskan dengan 

putusan MK. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat putusan MK tidak 

selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. 

Secara khusus terkait calon tunggal dan kotak kosong, studi empiris oleh 

Prasetyo di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal 

cenderung menurunkan partisipasi politik dan memperlemah legitimasi hasil 

Pilkada.26 Temuan ini relevan dengan penelitian oleh Lestari yang menyoroti 

dilema konstitusional calon tunggal, di mana secara prosedural dinyatakan sah, 

tetapi secara substantif memunculkan defisit demokrasi. Kedua penelitian tersebut 

belum mengkaji secara mendalam implikasi perubahan norma pasca-putusan 

Mahkamah Konstitusi yang bersifat progresif.27 

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian (research gap), 

khususnya terkait kajian implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024 dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah. 

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berhenti pada analisis normatif atau 

 
23 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2019). 
24 Saldi Isra, “Konsistensi Regulasi Pilkada Dalam Perspektif Demokrasi Substantif,” 

Jurnal Konstitusi 19, no. 3 (2022): 321–40. 
25 Fitria and A Setiawan, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pilkada: 

Kajian Implementasi Putusan,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 53, no. 1 (2023): 77–98. 
26 Prasetyo, “Fenomena Calon Tunggal Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik,” 

Jurnal Demokrasi Indonesia 11, no. 2 (2022): 201–20. 
27 Lestari, “Dilema Konstitusional Calon Tunggal Dalam Pilkada,” Jurnal Ilmu 

Pemerintahan 15, no. 1 (2023): 55–70. 
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evaluasi fenomena calon tunggal secara umum, tanpa mengaitkannya secara 

spesifik dengan putusan MK terbaru dan praktik administratif KPU daerah. Oleh 

karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan 

mengkaji secara mendalam implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 

terhadap calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 

2024, khususnya pada KPU Kabupaten Lampung Timur, dalam perspektif hukum 

tata negara. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.   Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-

XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon 

tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2024? 

b. Apa dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 

terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur ? 

2.   Ruang Lingkup  

Secara garis besar, ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek 

utama: 

a. Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini berada dalam ranah Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata 

Negara dengan titik tekan pada isu demokrasi konstitusional, kedaulatan 

rakyat, dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini juga 

bersinggungan dengan bidang hukum administrasi negara sejauh menyangkut 

kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan 

Pilkada sesuai perintah konstitusi. 

b. Ruang Lingkup Penelitian 

1) Objek Penelitian: Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

dengan calon tunggal pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2024. Secara 
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spesifik, objek penelitian mencakup kebijakan, tindakan, dan praktik 

penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Lampung Timur dalam tahapan pencalonan kepala daerah. 

2) Waktu Penelitian: Pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2024, khususnya sejak ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 hingga penetapan pasangan calon kepala daerah 

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur. Pembatasan 

waktu ini dimaksudkan untuk memfokuskan analisis pada implementasi 

putusan Mahkamah Konstitusi dalam tahapan pencalonan, tanpa mencakup 

tahapan pemungutan suara dan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. 

3) Lingkup Lokasi/Wilayah: Lingkup lokasi atau wilayah penelitian ini dibatasi 

pada Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan fokus utama 

pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur sebagai 

penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penetapan wilayah 

penelitian ini didasarkan pada relevansinya sebagai daerah yang mengalami 

dinamika calon tunggal dalam Pilkada 2024, sehingga mampu 

merepresentasikan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024 dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dari 

perspektif hukum tata negara. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada 

Tahun 2024. 

b. Untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten 

Lampung Timur, Lampung dalam perspektif Hukum Tata Negara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis 

dan kegunaan praktis: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 

pengembangan Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan 

kajian demokrasi konstitusional, calon tunggal dalam Pilkada, dan peran 

putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. 

Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai 

hubungan antara hukum, politik elektoral, dan prinsip kedaulatan rakyat 

dalam kerangka Pancasila sila ke-4.  

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran 

kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi tentang 

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 

terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di 

Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain itu, penulisan ini 

diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah 

Indonesia dan dunia perguruan tinggi dalam rangka penyempurnaan dan 

perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung 

maupun tidak langsung dengan implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, 

Lampung. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

1.   Kerangka Teoretis 

      Teori yang gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a.   Teori Kedaulatan Rakyat 

      Teori kedaulatan rakyat merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem 

ketatanegaraan modern. Teori ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara bersumber dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam 

konteks Indonesia, prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

setelah amandemen, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan 
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rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Prinsip tersebut 

menegaskan bahwa seluruh bentuk kekuasaan negara harus bersandar pada 

legitimasi rakyat dan dijalankan sesuai dengan norma konstitusi28. Konsep 

kedaulatan rakyat memiliki akar pemikiran klasik dalam teori kontrak sosial 

sebagaimana dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa 

legitimasi pemerintahan hanya sah apabila berangkat dari kehendak umum 

(volonté générale) rakyat.29 Pemikiran ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi 

modern yang menempatkan rakyat bukan hanya sebagai objek kekuasaan, tetapi 

sebagai subjek utama dalam menentukan arah pemerintahan. 

Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini diadaptasi oleh para pendiri 

bangsa. Soepomo, dalam pidato sidang BPUPKI, menegaskan bahwa kedaulatan 

rakyat merupakan prinsip dasar negara yang harus dijalankan secara gotong 

royong dan berlandaskan semangat kekeluargaan.30 Soepomo menolak liberalisme 

individualistik ala Barat dan menekankan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia 

dijalankan dalam bingkai integralistik, yakni keseimbangan antara kepentingan 

individu dan kolektivitas masyarakat. Pandangan ini diperkuat oleh Miriam 

Budiardjo, yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang 

berkepribadian, karena mengandung nilai-nilai musyawarah dan gotong royong 

sebagai perwujudan kehendak rakyat.31 Dalam konteks hukum tata negara 

kontemporer, menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus 

diwujudkan melalui sistem pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.32 Pemilu, 

termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan instrumen utama bagi 

rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung. Oleh karena itu, setiap 

kebijakan yang membatasi hak politik warga negara, seperti pengaturan ambang 

batas pencalonan yang terlalu tinggi, berpotensi bertentangan dengan prinsip 

kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. 

 
28 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Jakarta: Sekretariat 

Negara Republik Indonesia, 2002). 
29 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, Translated by Maurice Cranston 

(London: Penguin Books, 1968). Hlm. 93 
30 Soepomo, Risalah Sidang BPUPKI Dan PPKI (Jakarta: Sekretariat Negara Republik 

Indonesia, 1998). Hlm. 349 
31 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2012). Hlm. 251 
32 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2010). Hlm. 195 
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Dalam perspektif ini, fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 

menunjukkan adanya paradoks dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. 

Ketika pilihan rakyat hanya terbatas pada satu pasangan calon, maka hak rakyat 

untuk menentukan pemimpinnya secara bebas dan kompetitif menjadi tereduksi. 

Mahfud MD menegaskan bahwa pembatasan hak politik warga negara, baik 

dalam bentuk pembatasan pencalonan maupun partisipasi, harus dinilai dengan 

prinsip proporsionalitas dan rasionalitas agar tidak bertentangan dengan asas 

demokrasi konstitusional.33 Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai koreksi konstitusional 

terhadap praktik politik yang membatasi hak rakyat dalam menyalurkan 

kedaulatannya. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, 

Mahkamah berupaya mengembalikan esensi demokrasi Indonesia kepada prinsip 

dasar konstitusi, yakni bahwa kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat. 

Putusan ini menjadi wujud konkret fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the 

guardian of the constitution, sekaligus memastikan bahwa setiap warga negara 

memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. 

b.   Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum Rechtssicherheit merupakan salah satu pilar utama 

dalam konsep Rechtsstaat atau negara hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum 

memiliki kejelasan, konsistensi, serta dapat diterapkan secara adil terhadap 

seluruh warga negara. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai 

salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan Gerechtigkeit dan 

kemanfaatan Zweckmäßigkeit.34 Menurutnya, hukum harus mampu memberikan 

prediktabilitas bagi masyarakat, yaitu memungkinkan setiap individu 

memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan berdasarkan peraturan yang 

berlaku.35 Dalam konteks ini, kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan 

ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum tidak 

menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. 

 
33 Moh. Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi 

Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hlm. 145 
34 Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht,” Süddeutsche 

Juristen-Zeitung 1 (1946): 105–8. 
35 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, ed. 3 (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932). Hlm. 235 
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Pandangan Radbruch diperkuat oleh Hans Kelsen melalui teorinya tentang 

Stufenbau des Recht hirarki norma hukum, yang menjelaskan bahwa setiap norma 

memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada 

konstitusi sebagai norma dasar Grundnorm.36 Dengan demikian, kepastian hukum 

hanya dapat terwujud apabila setiap tindakan penyelenggara negara tunduk pada 

hierarki hukum tersebut. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Hans 

Nawiasky dengan teori Normenpyramide, yang menegaskan pentingnya 

kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih 

tinggi agar sistem hukum tetap konsisten dan tidak kontradiktif.37 Dalam konteks 

ketatanegaraan Indonesia, hal ini berarti setiap peraturan pelaksana, termasuk 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), wajib disusun sejalan dengan 

Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and 

binding. 

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kepastian hukum tidak 

cukup hanya pada tataran normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik 

penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial.38 Ia mengingatkan bahwa 

kepastian hukum sejati bukanlah kepastian dari teks hukum semata, melainkan 

kepastian yang lahir dari pelaksanaan hukum yang manusiawi, adil, dan berpihak 

pada kemaslahatan masyarakat. Pemikiran ini penting dalam konteks negara 

hukum demokratis, di mana hukum berfungsi bukan untuk membatasi, tetapi 

untuk melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. 

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi dasar untuk 

menilai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 

tentang penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini 

memberikan koreksi konstitusional terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan 

ketidakpastian bagi calon independen dan partai politik kecil dalam Pilkada. 

Dengan demikian, kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya bermakna 

kepastian norma (legal certainty), tetapi juga kepastian dalam penerapan (law in 

 
36 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Cambridge: Harvard University Press, 

1945). Hlm 66 
37 Hans Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre (Zürich: Polygraphischer Verlag, 1956). Hlm. 

1889 
38 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Jakarta: 

Kompas, 2009). Hlm. 57-60 
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action). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kepastian hukum harus dipahami 

bersamaan dengan prinsip constitutional supremacy, yaitu ketaatan mutlak 

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tafsir resmi konstitusi.39 Oleh 

karena itu, implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 oleh KPU 

Kabupaten Lampung Timur, Lampung merupakan bentuk konkret pelaksanaan 

prinsip democratische rechtsstaat, di mana supremasi hukum berpadu dengan 

semangat demokrasi untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam proses 

elektoral. 

Secara konseptual, penelitian ini berupaya menilai apakah implementasi 

putusan tersebut telah benar-benar mewujudkan kepastian hukum dalam arti 

substantif yaitu hukum yang tidak hanya jelas dan pasti secara normatif, tetapi 

juga efektif dan berkeadilan dalam praktik. Dengan demikian, studi ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum pemilu yang lebih 

demokratis, inklusif, dan adil di Indonesia. 

2. Konseptual 

Adapun konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Implementasi 

Dalam konteks hukum tata negara dan kebijakan publik, implementasi 

dimaknai sebagai proses pelaksanaan keputusan hukum atau kebijakan ke dalam 

tindakan konkret oleh lembaga yang berwenang. Menurut Van Meter dan Van 

Horn, implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok, dan lembaga pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.40 Implementasi tidak berhenti 

pada penetapan norma, tetapi melibatkan faktor komunikasi, sumber daya, 

disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan 

penerapan suatu kebijakan. 

Dalam konteks hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas 

pelaksanaan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: substansi hukum, aparat 

 
39 J Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 

2005). Hlm. 165–167 
40 Donald S Van Meter and Carl E Van Horn, “The Policy Implementation Process: A 

Conceptual Framework,” Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445–88, 

https://doi.org/10.1177/009539977500600404. 
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penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum.41 Maka, 

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak 

hanya dilihat dari keberadaan aturan teknis yang mengadopsinya, tetapi juga 

sejauh mana lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu 

melaksanakan putusan tersebut secara efektif, konsisten, dan bebas dari intervensi 

politik. 

 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan 

koreksi konstitusional terhadap norma ambang batas pencalonan kepala daerah 

yang dianggap menghambat partisipasi politik warga negara. Mahkamah 

Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution), memiliki 

peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan 

sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan elektoral sebagaimana 

diatur dalam UUD 1945.42 

Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi 

sebagai lembaga yudisial yang menegakkan norma hukum, tetapi juga sebagai 

pengawal nilai-nilai demokrasi substantif.43 Dengan demikian, Putusan No. 

60/PUU-XXII/2024 memiliki makna penting dalam konteks hukum tata negara 

karena mengembalikan ruang demokrasi elektoral agar lebih terbuka dan 

kompetitif. Implementasi putusan tersebut menjadi ujian nyata bagi lembaga 

penyelenggara pemilu untuk menegakkan asas rule of law dan prinsip 

constitutional supremacy dalam praktik penyelenggaraan Pilkada. 

 

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) 

UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. 

Pemilihan ini mencerminkan hak konstitusional warga negara sebagaimana 

 
41 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

Rajawali Press, 1986). 
42 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 2002. 
43 Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, 2010. 
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dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang 

menegaskan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pilkada 

menjadi sarana mewujudkan prinsip direct democracy melalui asas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). 

Menurut Ni’matul Huda, Pilkada tidak hanya merupakan mekanisme 

administratif, tetapi juga arena pembentukan legitimasi politik di tingkat daerah.44 

Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya diukur dari 

prosesnya yang prosedural, tetapi juga dari sejauh mana Pilkada menghasilkan 

pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada 

kepentingan rakyat. 

 

d. Dampak terhadap Demokrasi Lokal 

Demokrasi lokal adalah perwujudan prinsip kedaulatan rakyat pada level 

daerah yang memberikan ruang partisipasi politik dan pengawasan masyarakat 

terhadap pemerintahannya. Robert A. Dahl menyebut demokrasi sebagai sistem 

yang menuntut responsiveness yakni kemampuan pemerintah untuk merespons 

aspirasi warga negara secara efektif.45 Dalam konteks lokal, demokrasi yang sehat 

menuntut adanya kompetisi yang adil, partisipasi yang luas, dan akuntabilitas 

penyelenggara pemerintahan. 

Menurut Larry Diamond, demokrasi lokal berfungsi sebagai sarana 

memperkuat institusi politik melalui desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat 

di daerah.46 Dalam penelitian ini, implementasi Putusan MK No. 60/PUU-

XXII/2024 diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal dengan membuka 

ruang bagi calon independen dan partai kecil, serta memastikan bahwa rakyat 

memiliki pilihan politik yang lebih beragam dan representatif. Dengan demikian, 

perubahan hukum ini diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 

berdampak substantif terhadap kualitas demokrasi di tingkat daerah. 

 

 

 
44 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2015). 
45 Robert A Dahl, On Democracy (New Haven: Yale University Press, 1998). 
46 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore, MD: 

Johns Hopkins University Press, 1999), https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/developing-

democracy. 
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3. Alur Pikir 

Alur pikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

E. Metode Penelitian 

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 
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penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.47 Selanjutnya 

penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan 

analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di 

dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu 

permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data 

ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah. 

1. Pendekatan Masalah 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto 

menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap 

hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu 

sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang implementasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung 

Tahun 2024 dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 

terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam 

perspektif Hukum Tata Negara. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk 

menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak 

dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti 

melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya48. 

a. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan 

cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas 

hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang 

 
47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6 
48 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017). 
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berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.49  

b.  Pendekatan Yuridis Empiris 

Pengertian dari pendekatan empiris adalah dimana penulis akan terjun 

langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna 

mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung 

dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan 

responden yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau 

permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian. Pendekatan 

empiris dimaksudkan untuk melakukan analisis yuridis terhadap implementasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, 

Lampung Tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis 

dan menelaah serta memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mengenai implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 

2024.  

2. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:  

a) Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1). Bahan Hukum Primer antara lain:  

i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil 

Amandemen. 

ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Wali Kota. 

 
49 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta,  2011, hlm. 8 
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iii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

iv. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

      Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan 

para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, dan 

sebagainya. 

b) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: 

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (Law 

Dictionary), dan lain-lain. 

c) Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam 

rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan 

penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi dan 

wawancara terhadap Narasumber. 

3. Penentuan Narasumber 

Kajian lebih lanjut penentuan Narasumber sangat penting dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan Narasumber adalah pihak-pihak 

yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap permasalahan yang 

terkait dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-

XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal 

di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. Narasumber dalam 

penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan 

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap 
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pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten 

Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. 

Penentuan Narasumber merupakan proses dengan memilih suatu bagian 

yang mewakili dari sebuah instansi. Narasumber adalah informan wakil dari 

lembaga atau institusi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sampel akan 

diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik Purposive 

sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan adanya tujuan tertentu.50  

Menurut memberikan pengertian mengenai sampel yaitu sejumlah obyek 

yang jumlahnya kurang dari populasi.51 Sehubungan dengan itu, J. Lexy Moleong 

memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah 

Purposive Sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam 

penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan 

tujuan peneliti yang telah ditetapkan.52 Adapun Narasumber dalam penelitian ini 

yaitu Ketua KPU Provinsi Lampung dan Komisioner KPU Provinsi Lampung.  

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a) Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan 

dua cara sebagai berikut, yaitu: 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-

undangan, buku-buku, dan bahan tertulis lainnya. 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

 
50 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia 

Indonesia. Jakarta, 2011, hlm. 11 
51 Sogiono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 14 
52 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2009, hlm. 36 
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Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

wawancara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) sebagai 

usaha mengumpulkan data. 

b) Prosedur Pengolahan Data 

 Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan 

dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah 

peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan 

dibahas. 

2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya 

diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-

benar objektif. 

3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterpretasikan data. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai. 

Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah 

dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai 

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten 

Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis tersebut 

dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dan selanjutnya 

dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih 

memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. 

Sistematika penulisannya sebagai berikut:  
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Pendahuluan  : Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar 

belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan 

dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan 

konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini 

dijelaskan tentang latar belakang implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan calon 

tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 2024. 

Tinjauan Pustaka : Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada 

pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih 

bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara 

teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun 

garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Tinjauan Dasar Ambang 

Batas Pencalonan, Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem 

Demokrasi, Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-

XXII/2024, Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada. 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Bab ini merupakan pembahasan tentang 

berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu untuk mengenalisis implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah dengan calon tunggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tahun 

2024, dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 

terhadap sistem demokrasi lokal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam 

perspektif Hukum Tata Negara. 

Penutup : Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang 

diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan 

yang telah dibahas. 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Dasar Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah  

 

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan salah satu aspek 

penting dalam sistem pemilihan umum yang tidak hanya bersifat administratif, 

melainkan juga berdampak langsung terhadap kualitas demokrasi. Di Indonesia, 

ambang batas pencalonan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- 

undangan sejak era otonomi daerah diberlakukan.53 Regulasi ini menetapkan 

bahwa pasangan calon kepala daerah harus diusung oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang memiliki persentase kursi atau suara tertentu dalam 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa kandidat yang maju memiliki dukungan politik yang cukup, 

baik secara kuantitatif maupun struktural.54  

Dalam praktiknya, ambang batas pencalonan justru menjadi instrumen 

eksklusif yang menutup ruang kompetisi bagi partai kecil dan calon independen.55 

Persyaratan dukungan minimal yang tinggi membuat hanya partai- partai besar 

atau koalisi besar yang mampu mencalonkan pasangan calon. Hal ini 

menimbulkan persoalan serius dalam demokrasi lokal, karena ruang representasi 

politik menjadi sangat sempit dan tidak mencerminkan keberagaman aspirasi 

masyarakat.56 Ketika hanya aktor-aktor politik besar yang memiliki akses 

 
53 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta: 

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008). 
54 Haris, S. (2017). Calon tunggal dalam Pilkada dan tantangan demokrasi lokal. Jurnal 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 101–115. 
55 Perludem, Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 (Jakarta: Perludem Press, 

2021). 
56 Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2015. 
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terhadap pencalonan, maka sistem demokrasi secara substantif telah mengalami 

distorsi.57 

Ketentuan ambang batas pencalonan pada awalnya hadir melalui Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperkuat 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.58 Regulasi ini menetapkan 

ambang batas sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah dalam 

pemilu legislatif daerah. Tujuan formil dari pengaturan tersebut adalah 

menyederhanakan proses pencalonan dan mencegah fragmentasi politik yang 

berlebihan. Namun dalam kenyataannya, pengaturan ini justru memunculkan 

bentuk baru dari eksklusivitas politik yang tidak kompatibel dengan semangat 

demokrasi partisipatif.59 

Beberapa pengamat menilai bahwa tingginya ambang batas pencalonan 

adalah bentuk legalisasi dominasi partai besar. Mahfud MD menyatakan bahwa 

ambang batas tidak bertentangan dengan demokrasi secara prinsipil, tetapi apabila 

digunakan untuk membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan 

mencalonkan diri, maka keberadaannya perlu dikritisi secara serius.21 Dalam 

konteks ini, ambang batas harus dievaluasi bukan hanya berdasarkan 

pertimbangan legalitas, tetapi juga dari perspektif keadilan elektoral dan hak 

konstitusional warga Negara. 

Kritik terhadap ambang batas pencalonan yang tinggi juga datang dari 

berbagai organisasi demokrasi internasional. Laporan International (IDEA) 

menegaskan bahwa electoral threshold yang terlalu tinggi dalam sistem 

pencalonan justru akan menghasilkan sistem politik yang tidak kompetitif 

membatasi pilihan pemilih, dan memperkuat oligarki politik di daerah.22 Dalam 

kasus Indonesia, ambang batas tersebut telah menciptakan sistem pemilu kepala 

 
57 Lubis, M., & Puspitasari, R. (2020). Fenomena calon tunggal dalam Pilkada dan 

implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Jurnal Konstitusi, 17(3), 563–587. 
58 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Wali Kota” (2016), https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf. 
59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang. 
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daerah yang tidak inklusif, dimana partai politik kecil hanya menjadi pelengkap 

dalam koalisi dan tidak memiliki posisi tawar yang signifikan. 

Keadaan ini mendorong Mahkamah Konstitusi untuk melakukan koreksi 

melalui mekanisme pengujian undang-undang. Dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa 

ketentuan ambang batas pencalonan perlu ditinjau kembali agar tidak 

bertentangan dengan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.60 

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas yang terlalu tinggi dapat 

membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri dan membatasi hak rakyat 

untuk mendapatkan pilihan politik yang beragam. Dalam pertimbangannya, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan ambang batas harus bersifat 

proporsional, adil, dan tidak diskriminatif terhadap partai kecil maupun calon 

independen. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini menjadi titik 

balik penting dalam perjalanan sistem Pilkada di Indonesia.61 Dengan 

diturunkannya ambang batas pencalonan, diharapkan ruang demokrasi menjadi 

lebih terbuka, partisipasi politik menjadi lebih luas, dan kompetisi elektoral 

menjadi lebih sehat. Keputusan ini secara tidak langsung mendorong terjadinya 

reformasi dalam struktur pencalonan yang sebelumnya sangat bergantung pada 

kekuatan partai besar. Dengan memberikan kesempatan kepada partai-partai kecil 

dan kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan, Pilkada dapat menjadi 

ruang demokrasi yang lebih representatif dan inklusif. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut 

juga harus dibaca secara kritis dalam konteks implementasinya. Sebab, perubahan 

normatif tidak otomatis menghasilkan perubahan substantif di tingkat lokal.62 

Dalam banyak kasus, aktor-aktor politik lokal masih menggunakan pola lama 

dalam membentuk koalisi dan mencalonkan kandidat. Partai besar tetap 

mendominasi panggung pencalonan, sementara partai kecil hanya dijadikan 

pelengkap administratif. Oleh karena itu, meskipun secara hukum ambang batas 

 
60 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), “Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024” (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2024). 
61 Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, 2005. 
62 K P U Provinsi Lampung, Laporan Penyelenggaraan Pilkada Lampung 2024 (Bandar 

Lampung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, 2024). 
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telah diturunkan, perubahan budaya politik dan struktur kekuasaan tetap menjadi 

tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berkeadilan. 

Di daerah seperti Lampung, di mana konfigurasi politik sangat beragam 

dan dinamis, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 ini 

memiliki arti penting.63 Banyak tokoh lokal potensial yang selama ini tidak dapat 

maju dalam Pilkada karena tidak memiliki kendaraan politik yang memenuhi syarat 

ambang batas. Dengan diturunkannya ambang batas, mereka memiliki peluang 

yang lebih besar untuk ikut serta dalam kontestasi politik secara sah dan setara. 

Kondisi ini juga membuka peluang bagi munculnya ide dan program baru yang 

lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat local.64 

Namun demikian, efektivitas dari penurunan ambang batas tetap sangat 

bergantung pada kesiapan lembaga penyelenggara pemilu, terutama Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).65 Kedua 

lembaga ini harus mampu mengawasi agar proses pencalonan tetap berjalan 

secara adil dan tidak dipenuhi oleh praktik manipulatif seperti politik uang atau 

pencalonan fiktif. Penyesuaian regulasi teknis, sosialisasi kepada masyarakat, 

serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi syarat utama agar semangat dari 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat terwujud 

dalam praktik nyata. 

Dengan demikian, tinjauan terhadap dasar ambang batas pencalonan dalam 

Pilkada tidak hanya menyangkut soal angka atau persentase, tetapi lebih dari itu 

menyangkut prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi konstitusional.66 Penurunan 

ambang batas bukan hanya kebijakan teknis, tetapi merupakan bagian dari proses 

reformasi demokrasi yang lebih besar. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi indikator 

penting untuk mengukur sejauh mana sistem pemilu kita telah bergerak menuju 

 
63 Syamsu Rizal and Dedi Hermawan, Dinamika Politik Lokal di Lampung: Antara 

Oligarki dan Demokrasi Elektoral (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2020). 
64 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
65 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010). 
66 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2012. 
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model yang lebih terbuka, adil, dan menjamin hak politik setiap warga negara 

secara setara. 

Ambang batas pencalonan kepala daerah merupakan bagian dari sistem 

penyaringan politik elektoral yang menjadi objek perdebatan serius dalam kajian 

hukum tata negara dan ilmu politik. Ketika ambang batas tersebut dibentuk dan 

ditegakkan atas dasar logika stabilitas politik dan efisiensi pemerintahan, maka itu 

berangkat dari keyakinan bahwa hanya aktor-aktor politik dengan dukungan besar 

yang layak tampil sebagai pemimpin. Namun, dalam praktik demokrasi yang 

plural dan desentralistik seperti di Indonesia, logika semacam ini dengan cepat 

berubah menjadi tirani angka-angka yang justru mengebiri hak politik 

konstitusional warga Negara. 

Ambang batas pencalonan yang selama ini berlaku dalam sistem Pilkada di 

Indonesia telah menjadi benteng tinggi yang tidak mudah ditembus oleh partai 

kecil, calon independen, maupun komunitas politik alternatif. Ketentuan tersebut 

termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang 

menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat 

mendaftarkan pasangan calon apabila memperoleh paling sedikit 20% kursi 

DPRD atau 25% suara sah dalam Pemilu terakhir. Dari segi teknis, ketentuan ini 

tampak sederhana. Namun secara politik dan konstitusional, ia memiliki daya 

eksklusi yang luar biasa terhadap hak warga Negara. 

Dalam sejarahnya, ambang batas diciptakan dengan semangat mengurangi 

fragmentasi politik. Namun di negara dengan sistem multipartai yang lemah 

dalam ideologi seperti Indonesia, ambang batas justru telah menjadi alat eksklusif 

kelompok elite untuk mempertahankan status quo. Partai besar dengan kontrol atas 

parlemen daerah menggunakan ambang batas ini untuk memonopoli ruang 

pencalonan, sedangkan partai kecil hanya menjadi penumpang koalisi, kehilangan 

kedaulatan untuk menentukan calon sendiri. Dalam konteks inilah, ambang batas 

berubah dari instrumen stabilitas menjadi instrumen ketimpangan representasi. 

Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa “pengaturan ambang batas 

adalah konstitusional selama tidak menutup peluang dan hak warga negara untuk 

mencalonkan diri”. Namun apa yang terjadi selama bertahun-tahun adalah justru 

sebaliknya. Ambang batas berubah menjadi pagar hukum yang melanggengkan 
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kekuasaan politik elitis. Ini bukan hanya problem politik, tetapi juga problem 

konstitusional yang mencederai prinsip kesetaraan hak politik sebagaimana 

dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 

Secara lebih tajam, ambang batas dapat dikritik dari dua sisi: pertama, dari 

sisi keadilan prosedural, ia menciptakan ketimpangan akses pencalonan antara 

partai besar dan kecil, serta antara calon partai dan independen; kedua, dari sisi 

keadilan substantif, ia mengakibatkan terbatasnya keragaman calon yang dapat 

dipilih rakyat. Akibatnya, demokrasi menjadi prosedural semata, kehilangan 

substansinya sebagai sistem yang menjamin keterbukaan, partisipasi, dan 

kompetisi yang adil. 

Dalam kajian global, sistem ambang batas seringkali digunakan di negara- 

negara dengan sistem dua partai atau sistem presidensial murni. Namun Indonesia 

memiliki karakter unik: sistem multipartai, pemilu langsung, dan masyarakat 

pluralistik. Maka penerapan ambang batas tinggi menjadi tidak relevan. Seperti 

dikemukakan dalam laporan International IDEA, “ambang batas dalam sistem 

multipartai harus dirancang secara hati-hati agar tidak menghambat kompetisi dan 

tidak mereduksi representasi politik kelompok minoritas.” Sayangnya, di 

Indonesia, ambang batas justru telah menjadi alat persekongkolan kekuasaan 

antara oligarki partai dan elite ekonomi. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi 

respons konstitusional terhadap persoalan ini. Dalam amar dan pertimbangannya, 

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menegaskan bahwa pengaturan ambang 

batas harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan kesetaraan politik. 

Mahkamah Konstitusi melihat bahwa tingginya ambang batas yang berlaku selama 

ini tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi yang menjamin hak untuk 

dipilih sebagai bagian dari hak asasi warga negara. “Hak konstitusional warga 

negara tidak boleh dibatasi oleh desain politik yang bersifat administratif dan 

eksklusif,” demikian dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. 

Keputusan ini bukan hanya langkah yuridis, tetapi juga langkah ideologis 

untuk mengembalikan esensi demokrasi lokal kepada rakyat. Dalam konteks ini, 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi pengawal konstitusi secara formal, 

tetapi juga bertindak sebagai agen demokratisasi. Dengan menurunkan ambang 
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batas, Mahkamah Konstitusi telah membuka kembali ruang kontestasi politik bagi 

aktor-aktor yang selama ini dikecualikan oleh sistem. Hal ini memiliki implikasi 

yang luas: tidak hanya bagi partai politik kecil, tetapi juga bagi pemilih yang kini 

dapat menyaksikan lebih banyak alternatif calon. 

Namun, penurunan ambang batas saja tidak cukup. Dalam konteks daerah 

seperti Lampung, di mana kekuasaan politik kerap dipengaruhi oleh patronase dan 

jaringan elite, implementasi keputusan ini harus dikawal secara serius. Komisi 

Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu harus menyesuaikan 

regulasinya agar tidak menciptakan ambang batas baru dalam bentuk lain. 

Bawaslu harus memastikan bahwa tidak ada praktik intimidasi atau manipulasi 

dalam proses pencalonan. Yang lebih penting, masyarakat sipil harus mendorong 

agar ruang baru ini benar-benar dimanfaatkan oleh figur-figur alternatif, bukan 

sekadar dimonopoli oleh wajah lama dengan kendaraan baru.67 

Kedepan, konsep ambang batas dalam pemilu baik di tingkat nasional 

maupun daerah perlu diletakkan kembali dalam kerangka keadilan konstitusional. 

Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan 

mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh mekanisme yang hanya menguntungkan 

segelintir kelompok. Penurunan ambang batas bukanlah akhir, melainkan awal 

dari pertempuran panjang untuk memperluas ruang demokrasi di akar rumput. 

Dengan membaca ulang dasar ambang batas pencalonan secara kritis dan 

historis, dapat disimpulkan bahwa selama ini sistem telah menyeleksi bukan 

berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan koalisi dan kalkulasi kuasa. Maka 

keberanian Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini harus dimaknai 

sebagai momentum untuk melampaui demokrasi prosedural menuju demokrasi 

substantif yang menjunjung partisipasi, kesetaraan, dan keterbukaan sebagai pilar 

utama pemilihan kepala daerah yang adil. 

Perjalanan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia 

tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional pascareformasi. Pada awal 

pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 

2005, belum dikenal secara eksplisit mekanisme ambang batas pencalonan. Saat 

 
67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 
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itu, partai politik bebas mencalonkan kandidat tanpa batasan minimal perolehan 

suara atau kursi. Namun, dalam perkembangannya, muncul kekhawatiran akan 

terlalu banyaknya jumlah calon dalam satu daerah, yang dinilai menyebabkan 

tingginya biaya pemilu dan sulitnya pencapaian stabilitas pemerintahan. Dari titik 

inilah narasi tentang pentingnya ambang batas mulai dibangun. 

Argumen tersebut secara akademik sesungguhnya lemah. Keberagaman 

calon tidak secara otomatis menjadi sumber ketidakstabilan. Justru, dalam sistem 

demokrasi yang sehat, pluralitas kandidat merupakan indikator kuatnya partisipasi 

dan terbukanya sistem politik. Ketakutan terhadap banyaknya calon lebih 

menunjukkan kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan kontrol internal, 

bukan alasan yang cukup untuk menutup akses warga negara untuk mencalonkan 

diri. Sistem politik seharusnya didekati dengan paradigma perluasan akses, bukan 

pembatasan administratif. 

Lebih lanjut, pengaturan ambang batas di Indonesia juga tidak dibangun atas 

kajian perbandingan internasional yang memadai. Di negara-negara demokrasi 

maju, ambang batas pencalonan jarang sekali digunakan sebagai instrumen 

eksklusi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sistem pemilu presidensial dan 

kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan pendahuluan (primary) 

yang membuka ruang kompetisi luas sejak awal. Bahkan calon independen 

memiliki prosedur administratif yang adil dan tidak diskriminatif. Begitu pula di 

Jerman dan Inggris, partai-partai kecil tetap diberi peluang mencalonkan kandidat, 

meskipun sistem multipartai mereka tidak sesemrawut seperti Indonesia. Maka, 

penerapan ambang batas tinggi di Indonesia sebenarnya tidak memiliki justifikasi 

yang kuat jika dilihat dari pengalaman negara-negara demokrasi mapan. 

Salah satu dampak dari sistem ambang batas yang selama ini diterapkan 

adalah matinya fungsi ideologi dalam pencalonan. Koalisi antarpartai dibentuk 

tidak lagi karena kesamaan gagasan atau program, melainkan semata-mata untuk 

memenuhi syarat administratif pencalonan. Hal ini melahirkan kandidat- kandidat 

kompromi yang tidak memiliki kedalaman visi, tetapi kuat dalam jaringan 

kekuasaan dan modal. Lebih parah lagi, praktik jual beli dukungan politik menjadi 

hal yang lumrah, di mana partai kecil kerap "menjual" dukungan hanya demi 

mendapat kompensasi posisi atau materi. 
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Realitas ini menunjukkan bahwa ambang batas bukan hanya soal angka, 

tetapi juga tentang kualitas demokrasi. Ketika syarat pencalonan hanya bisa 

dipenuhi oleh aktor dengan sumber daya besar, maka Pilkada tidak lagi menjadi 

ruang kompetisi ide, melainkan arena transaksi kekuasaan. Pemilih kehilangan 

pilihan otentik, dan demokrasi kehilangan substansinya. 

Dari sisi hukum tata negara, ambang batas pencalonan juga perlu dikritisi 

dalam bingkai prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menuntut agar setiap 

pembatasan terhadap hak konstitusional harus memiliki tujuan yang sah, 

diperlukan, dan proporsional dengan dampaknya. Dalam konteks ambang batas, 

dapat dipertanyakan: apakah pembatasan pencalonan kepala daerah benar-benar 

diperlukan untuk tujuan demokratis, Apakah tidak ada cara lain yang lebih 

proporsional untuk menyederhanakan pencalonan, tanpa menutup ruang politik 

bagi aktor alternatif, Jika jawabannya tidak, maka pembatasan tersebut dapat 

dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. 

Ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor. 60/PUU- 

XXII/2024, putusan itu bukan hanya koreksi normatif terhadap undang-undang, 

tetapi juga koreksi moral terhadap cara negara menyelenggarakan demokrasi. 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak politik bukan sekadar hak memilih, 

tetapi juga hak untuk dipilih. Dalam negara demokratis, negara tidak boleh 

menetapkan hambatan-hambatan yang tidak rasional terhadap hak tersebut. 

Bahkan, Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa “konstitusi harus menjamin 

terbukanya ruang demokrasi secara setara bagi seluruh warga negara, termasuk 

dalam pencalonan kepala daerah. 

Dalam konteks lokal, khususnya di Lampung yang menjadi fokus wilayah 

penelitian ini, problem ambang batas sangat terasa. Fragmentasi politik di daerah 

ini tinggi, namun justru menjadi beban karena hanya partai-partai besar yang 

mampu memonopoli pencalonan. Calon dari komunitas adat, tokoh perempuan, 

aktivis muda, dan pemimpin informal yang memiliki kedekatan riil dengan 

masyarakat, terpinggirkan karena tidak memiliki akses ke mesin partai besar. 

Dengan diturunkannya ambang batas, mereka memiliki peluang lebih luas untuk 

hadir sebagai alternatif politik. Ini penting dalam membangun demokrasi yang 

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun peluang ini tidak boleh 
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berhenti pada tataran normatif. Implementasi di lapangan masih menghadapi 

tantangan besar: politik uang yang masih merajalela, struktur partai yang oligarkis, 

dan pemilih yang belum sepenuhnya sadar hak. Oleh karena itu, keberhasilan 

putusan Mahkamah Konstitusi ini membutuhkan sinergi antara regulasi, 

pendidikan politik, pengawasan pemilu, dan partisipasi masyarakat sipil. Tanpa 

hal-hal tersebut, ambang batas yang diturunkan hanya akan menjadi formalitas 

yang tidak berdampak substantif. 

Tinjauan panjang ini memperlihatkan bahwa persoalan ambang batas 

pencalonan bukan sekadar soal hukum pemilu, melainkan menyangkut jantung 

demokrasi itu sendiri. Ia adalah titik awal dari proses elektoral, dan jika titik awal 

ini dibangun secara tidak adil, maka seluruh proses demokrasi akan cacat sejak 

lahir. Oleh karena itu, keberanian Mahkamah Konstitusi dalam mengoreksi 

ambang batas harus dijadikan momentum untuk mendesain ulang sistem 

pencalonan yang lebih inklusif, transparan, dan konstitusional. Demokrasi yang 

sejati hanya dapat tumbuh dalam ruang yang membuka peluang, bukan yang 

membatasi mimpi. 

Keseluruhan dinamika ambang batas pencalonan kepala daerah 

mencerminkan bagaimana kebijakan hukum dalam sistem pemilu tidak pernah 

bebas nilai. Ia selalu dilatari oleh kepentingan politik, tafsir kekuasaan, serta 

ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Dalam konteks 

Indonesia, terutama pasca reformasi, upaya mendorong demokratisasi elektoral 

telah banyak dilakukan, namun dalam banyak hal masih tersandera oleh regulasi 

yang menempatkan stabilitas dan efisiensi di atas aksesibilitas dan keterwakilan. 

Ambang batas pencalonan adalah satu dari sekian instrumen hukum yang 

tampak netral, namun dalam realitasnya mengandung bias struktural yang 

menguntungkan kelompok politik dominan. Ketika aturan ini diberlakukan secara 

kaku dan tanpa koreksi, maka demokrasi lokal akan terus mengalami stagnasi 

dalam oligarki elektoral. Kekuatan uang, kedekatan dengan elite partai, dan 

koneksi kekuasaan menjadi lebih menentukan daripada kapasitas, integritas, dan 

rekam jejak calon. Inilah ironi demokrasi elektoral yang sebenarnya bukan 

disebabkan oleh kualitas pemilih, melainkan oleh eksklusivitas sistem pencalonan. 
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Masalah lain yang muncul akibat tingginya ambang batas adalah sempitnya 

peluang lahirnya kepemimpinan lokal yang lahir dari basis masyarakat akar 

rumput. Dalam sistem Pilkada dengan ambang batas tinggi, tokoh-tokoh lokal 

yang bukan bagian dari lingkaran kekuasaan partai nyaris tak punya tempat. 

Padahal, sering kali mereka adalah figur yang paling mengenal kebutuhan 

rakyatnya, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan komunitasnya, dan 

membawa gagasan alternatif yang tidak terdengar di ruang formal kekuasaan. 

Penurunan ambang batas menjadi cara untuk mengembalikan proses pencalonan 

kepada substansinya: sebagai jalan untuk mewujudkan aspirasi rakyat, bukan 

hanya arena transaksi elite. 

Penurunan ambang batas juga memberi kesempatan untuk memperkuat 

peran partai politik kecil. Dalam banyak analisis politik, partai kecil sering kali 

dianggap pengganggu stabilitas. Namun dalam perspektif demokrasi inklusif, 

partai kecil adalah representasi dari pluralitas politik yang sah. Mereka 

membawa aspirasi kelompok minoritas, isu-isu sektoral, dan pemikiran alternatif 

yang mungkin tidak populer tetapi penting. Membuka ruang pencalonan untuk 

partai kecil adalah bagian dari pengakuan bahwa demokrasi tidak bisa 

diseragamkan hanya oleh dua atau tiga kekuatan besar yang selalu mendominasi 

panggung politik. 

Lebih jauh, dalam konteks teori sistem hukum yang bersifat dinamis, 

perubahan ambang batas pencalonan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan 

bahwa hukum tidak boleh membatu di tengah perkembangan zaman. Ketika 

sebuah norma hukum terbukti menghambat keadilan, menghambat partisipasi, dan 

mempersempit representasi, maka koreksi melalui mekanisme judicial review 

menjadi keniscayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- XXII/2024 

adalah wujud konkret dari respons hukum terhadap kegagalan sistem dalam 

menjamin prinsip dasar konstitusi, yakni persamaan hak warga negara dalam 

bidang politik. 

Di sisi lain, penurunan ambang batas bukan berarti menghilangkan seluruh 

pengaturan atau membuka pencalonan tanpa batas. Justru, keputusan Mahkamah 

Konstitusi harus dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan akan 

penyaringan calon yang serius dan terbuka, serta kebutuhan akan efektivitas 
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sistem pemilu. Ambang batas tetap dapat digunakan, tetapi harus didesain secara 

proporsional, kontekstual, dan adaptif dengan realitas politik lokal. Tujuan 

akhirnya bukan hanya efisiensi teknis, tetapi keadilan elektoral yang sejati. 

Dalam konteks Lampung, di mana penelitian ini difokuskan, pembaruan 

kebijakan ini membuka peluang besar untuk munculnya dinamika baru dalam 

proses pencalonan. Daerah yang selama ini didominasi oleh patronase politik 

lokal dan struktur kekuasaan yang tertutup, kini berhadapan dengan tantangan 

baru untuk membuka diri terhadap pluralitas kepemimpinan. Namun seperti telah 

dijelaskan sebelumnya, tantangan implementasi tidak ringan. Perubahan sistem 

tidak akan berarti bila tidak disertai perubahan mentalitas politik, peningkatan 

kapasitas penyelenggara pemilu, dan penguatan partisipasi politik masyarakat. 

Tinjauan panjang terhadap dasar ambang batas pencalonan yang telah 

diuraikan di atas menunjukkan bahwa regulasi pemilu bukan sekadar aturan 

teknis, tetapi medan konflik kepentingan yang selalu perlu diawasi, dikritisi, dan 

diperbaiki secara terus menerus. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak 

penting dalam upaya membongkar tembok eksklusivitas sistem politik lokal, 

tetapi hasil akhirnya akan sangat tergantung pada bagaimana masyarakat 

memaknai dan mengawal perubahan tersebut. Demokrasi tidak dapat tumbuh 

hanya di atas dasar hukum formal; ia butuh ruang, partisipasi, dan keberanian 

untuk membuka jalan baru di tengah dominasi lama. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah secara lebih jauh bagaimana 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya 

mengubah norma hukum, tetapi juga berpotensi mengubah peta politik lokal di 

Pilkada 2024. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendorong 

sistem hukum yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara 

substantif karena demokrasi, pada akhirnya, tidak akan bermakna jika hanya bisa 

diakses oleh mereka yang punya kuasa. 
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B. Tinjauan Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem 

Demokrasi 

 

Mahkamah Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam arsitektur 

ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Keberadaannya tidak hanya menjawab 

kebutuhan akan pengawasan konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga menjadi 

representasi dari semangat demokrasi konstitusional yang menjamin supremasi 

konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara.68 Dalam konteks sistem 

demokrasi, Mahkamah Konstitusi memainkan dua fungsi besar sekaligus: sebagai 

penjaga konstitusi (guardian of the constitution) dan sebagai pengawal demokrasi 

(guardian of democracy)69. 

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C 

Undang-Undang Dasar 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang telah diubah beberapa kali), 

mencakup kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang 

Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus 

pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran 

oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden70. Dari seluruh kewenangan tersebut, 

pengujian undang-undang (judicial review) adalah yang paling esensial dalam 

menjaga prinsip negara hukum dan demokrasi71. 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi garda terdepan 

dalam membongkar berbagai norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai 

konstitusi.72 Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya 

berfungsi sebagai lembaga peradilan pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif yang 

membentuk arah perjalanan demokrasi Indonesia. Salah satu contohnya adalah 

ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan ambang batas dalam 

 
68 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006). 
69 Asshiddiqie. J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta; Rajawali Pers, 2006). 
70 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/36719/uud-1945. 
71 Asshiddiqie. J, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta; Rajawali Pers, 2006). 
72 Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2015. 
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Undang-Undang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang 

dinilai bertentangan dengan hak politik warga Negara.73 

Secara teoritik, peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi 

modern berangkat dari konsep judicial activism, yakni ketika lembaga peradilan 

mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan sosial-politik melalui tafsir 

progresif terhadap norma hukum.74 Mahkamah Konstitusi Indonesia beberapa kali 

menunjukkan sikap ini, terutama ketika mengoreksi ketentuan hukum yang 

dianggap merugikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Seperti yang dikemukakan 

oleh Tom Ginsburg, “constitutional courts in new democracies tend to be more 

assertive in protecting democratic norms because the political system is still 

unstable and lacks institutional depth75. 

Di Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi 

terlihat dari beberapa putusan strategis, seperti Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 

yang memperkuat posisi calon perseorangan dalam Pilkada, atau Putusan Nomor 

011-017/PUU-I/2003 yang menegaskan pentingnya pengujian undang-undang 

sebagai jaminan perlindungan hak konstitusional.76 Melalui berbagai putusan 

tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan 

memastikan bahwa regulasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip keterbukaan, 

kesetaraan, dan partisipasi.77 

Namun, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Mahkamah Konstitusi juga 

berada dalam ketegangan antara kehendak hukum dan kehendak politik.78 Ketika 

Mahkamah Konstitusi membatalkan norma yang dihasilkan oleh legislatif dan 

eksekutif, hal itu sering kali dianggap sebagai bentuk intervensi yudisial terhadap 

domain politik. Meski demikian, dalam sistem demokrasi konstitusional, 

intervensi semacam itu bukanlah pelanggaran, melainkan mekanisme korektif 

 
73 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 (2024). 
74 Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective (Oxford: 

Clarendon Press, 1989). 
75 Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian 

Cases (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511510642. 
76 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007 (2007). 
77 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review Dan Demokratisasi 

Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2013). 
78 Kelsen, General Theory of Law and State. 
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terhadap kekuasaan yang menyimpang.79 Oleh karena itu, pengujian undang-

undang oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai upaya menjaga agar 

hukum yang berlaku tidak mencederai prinsip keadilan substantif dan hak asasi 

warga Negara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan 

bentuk konkret dari fungsi korektif tersebut. 80 Dalam putusan ini, Mahkamah tidak 

hanya mengoreksi norma, tetapi juga melakukan reinterpretasi terhadap hak warga 

negara dalam konteks demokrasi elektoral. Mahkamah menegaskan bahwa setiap 

pembatasan hak konstitusional, termasuk dalam pencalonan kepala daerah, harus 

dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa “ketentuan ambang batas yang terlalu tinggi telah menciptakan 

eksklusivitas dalam sistem pemilu yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi 

inklusif yang dijamin oleh konstitusi. 

Melalui pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna 

hak untuk dipilih sebagai bagian dari hak asasi politik yang tidak boleh direduksi 

oleh desain institusional yang membatasi akses warga negara ke ruang kekuasaan. 

Putusan ini menjadi manifestasi dari peran Mahkamah Konstitusi dalam 

memperkuat prinsip rule of law, yaitu bahwa segala kekuasaan termasuk 

kekuasaan untuk membuat undang-undang harus tunduk pada norma dasar 

konstitusi.81 

Dalam sistem demokrasi yang sehat, tidak ada satu pun lembaga negara 

yang bebas dari koreksi.82 Parlemen, meskipun merupakan lembaga representatif, 

tidak kebal dari kemungkinan membuat undang-undang yang diskriminatif atau 

tidak proporsional. Di sinilah Mahkamah Konstitusi memainkan fungsi krusial 

sebagai penyeimbang (checks and balances) dalam ekosistem demokrasi.83 Tanpa 

keberadaan Mahkamah Konstitusi, konstitusi hanya akan menjadi dokumen 

formal yang kehilangan daya normatifnya. 

 
79 Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. 
80 (MKRI), “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.” 
81 Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, 2005. 
82 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2012. 
83 Larry Diamond, The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the 

World (New York: Henry Holt and Company, 2008). 
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Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi edukatif. 

Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi membentuk kesadaran hukum 

publik bahwa tidak semua kebijakan yang legal bersifat konstitusional.84 Ada 

hukum yang lebih tinggi daripada hukum biasa, yakni hukum dasar (konstitusi) 

yang menjadi tolak ukur keadilan dan hak asasi. Dalam konteks Pilkada, 

kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak untuk dipilih adalah 

pengingat bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur elektoral, tetapi juga 

tentang jaminan akses yang setara bagi seluruh warga Negara.85 

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia 

tidak hanya menjadi lembaga yudisial, tetapi juga simbol dari aspirasi 

konstitusional rakyat.86 Ia bukan sekadar forum penyelesaian sengketa, tetapi juga 

medan perjuangan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Keberanian 

Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan 

menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki mekanisme perbaikan 

internal yang bekerja.87 Namun untuk menjaga efektivitasnya, integritas 

Mahkamah Konstitusi harus terus dijaga dari intervensi politik, dan putusannya 

harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara Negara. 

Melalui kajian ini, diharapkan bahwa pemahaman terhadap peran 

Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga pada 

penguatan demokrasi sebagai cita-cita bersama.88 Bahwa pengujian undang- 

undang tidak hanya soal tafsir hukum, tetapi juga soal keberanian menjaga 

keadilan dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih partisipatif dan 

bermartabat.89 

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia menjadi 

semakin signifikan ketika parlemen dan pemerintah sebagai pembentuk undang- 

 
84 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 
85 Jimly Asshiddiqie, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011). 
86 Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta: 

LP3ES, 2012). 
87 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2011). 
88 Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, 2005. 
89 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dan Demokratisasi Hukum Di Indonesia 
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undang gagal menjaga substansi keadilan konstitusional.90 Dalam konteks 

tersebut, Mahkamah Konstitusi bukan sekadar menjalankan fungsi pengujian 

formal terhadap undang-undang, tetapi juga menjalankan peran ideologis sebagai 

benteng terakhir perlindungan hak konstitusional warga negara.91 Hal ini penting 

dalam negara demokrasi yang tengah berkembang seperti Indonesia, di mana 

tidak jarang norma hukum justru menjadi alat untuk membatasi partisipasi warga 

alih-alih memperluasnya.92 

Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memungkinkan akses seluas- 

luasnya bagi rakyat dalam menyuarakan kehendaknya, baik dalam bentuk hak 

memilih maupun hak untuk dipilih.93 Dalam sistem demokrasi elektoral, keduanya 

harus berjalan beriringan. Ketika salah satu dari dua hak itu dibatasi secara 

berlebihan, maka sistem kehilangan esensinya. Oleh karena itu, Mahkamah 

Konstitusi berperan vital dalam memastikan bahwa sistem hukum pemilu yang 

dibentuk oleh pembuat undang-undang tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar 

konstitusi, terutama prinsip kesetaraan dan keterbukaan.94 

Mahkamah Konstitusi menjadi penting ketika hukum dibajak oleh 

kekuasaan mayoritas.95 Dalam kerangka demokrasi prosedural, hukum sering kali 

ditetapkan oleh suara terbanyak. Namun suara terbanyak tidak selalu identik 

dengan kebenaran konstitusional.96 Mayoritas politik yang menguasai Dewan 

Perwakilan Rakyat bisa saja memproduksi hukum yang menguntungkan 

kelompoknya dan merugikan kelompok minoritas atau warga negara pada 

umumnya.97 Dalam situasi seperti itu, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai 

penyeimbang dan korektor.98 Ia membatalkan norma hukum yang tidak sejalan 

dengan konstitusi, sekaligus mengembalikan arah demokrasi kepada relnya: 

kedaulatan rakyat.99 
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Secara fungsional, Mahkamah Konstitusi mengemban beban untuk 

melampaui sekadar menjadi lembaga yang memutus benar atau salah secara 

legalistik. Ia harus membaca hukum secara progresif, kritis, dan berpihak pada 

nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengujian undang-undang 

tentang pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada 

dilema antara menjaga kepastian hukum dan menjamin keadilan konstitusional. 

Ketika keduanya berbenturan, Mahkamah Konstitusi harus berpihak kepada 

prinsip keadilan, karena dalam demokrasi yang beradab, keadilan selalu menjadi 

landasan moral dari legalitas. 

Hal inilah yang terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan 

ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah karena dianggap telah 

melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan 

bahwa pembatasan hak untuk mencalonkan diri dalam Pilkada harus memenuhi 

prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Pembatasan tidak boleh bersifat 

diskriminatif atau menyebabkan eksklusi politik terhadap kelompok-kelompok 

yang tidak memiliki kekuatan struktural dalam parlemen daerah.100 Ini adalah 

bentuk nyata dari keberpihakan Mahkamah Konstitusi pada demokrasi substantif, 

yakni demokrasi yang menjamin akses, partisipasi, dan keterwakilan secara adil 

bagi seluruh warga Negara.101 

Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar 

kumpulan aturan tertulis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai konstitusi yang 

hidup dalam masyarakat.102 Ketika ketentuan hukum berubah menjadi alat 

dominasi, maka Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk meluruskannya.103 

Dalam pengantar salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan 

bahwa “konstitusi adalah jiwa dari kehidupan bernegara, dan Mahkamah adalah 

penjaga dari ruh tersebut.”104 Ungkapan ini menegaskan bahwa Mahkamah 
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Konstitusi tidak hanya menafsirkan teks hukum, tetapi juga menjaga jiwa 

demokrasi itu sendiri. 

Konteks ini menjadi semakin relevan ketika sistem demokrasi mengalami 

pelemahan akibat dominasi oligarki politik.105 Di banyak negara berkembang, 

termasuk Indonesia, demokrasi sering dibajak oleh elite ekonomi dan politik yang 

menguasai partai dan parlemen.106 Melalui mekanisme hukum formal, mereka 

membatasi ruang kompetisi, mempersempit akses pencalonan, dan memonopoli 

sumber daya politik.107 Dalam kondisi seperti ini, Mahkamah Konstitusi menjadi 

satu-satunya lembaga yang bisa memulihkan keseimbangan kekuasaan.108 Dengan 

melakukan koreksi terhadap norma eksklusif, Mahkamah Konstitusi membuka 

kembali ruang politik bagi aktor-aktor yang sebelumnya terpinggirkan. 

Dalam konteks Pilkada, peran Mahkamah Konstitusi menjadi semakin 

krusial karena sistem desentralisasi memberi ruang besar bagi elite lokal untuk 

membentuk kekuasaan yang sangat kuat, bahkan tertutup.109 Ketika aturan hukum 

berpihak kepada kekuasaan lokal, maka demokrasi lokal berubah menjadi arena 

tertutup bagi kelompok dominan. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya berdampak pada level nasional, tetapi juga memberi 

pengaruh langsung terhadap dinamika politik lokal.110 Ia menjadi sinyal bahwa 

kekuasaan tidak absolut, dan konstitusi tetap menjadi pengendali utama arah 

demokrasi. 

Namun, penting disadari bahwa keberanian Mahkamah Konstitusi dalam 

membatalkan norma yang tidak konstitusional harus diimbangi dengan penguatan 

implementasi di tingkat daerah.111 Putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan 

bermakna jika dilaksanakan secara konsisten oleh Komisi Pemilihan Umum, 
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Bawaslu, partai politik, dan masyarakat sipil.112 Tanpa pengawasan dan tekanan 

publik, putusan Mahkamah hanya akan menjadi teks hukum yang tidak mengubah 

apa pun di lapangan.113 Oleh karena itu, kesadaran publik terhadap pentingnya 

fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi harus terus dibangun, 

khususnya melalui pendidikan hukum dan kampanye konstitusi yang massif.114 

Sebagai simpulan dari bagian ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi bukan hanya lembaga hukum, tetapi juga aktor demokrasi.115 Ia tidak 

netral secara politik dalam arti formal, tetapi berpihak kepada prinsip-prinsip 

konstitusional yang melindungi hak warga negara dari dominasi kekuasaan.116 

Dalam masyarakat demokratis, keberadaan lembaga semacam ini menjadi penentu 

arah sejarah: apakah negara akan terus dikendalikan oleh segelintir elite, atau 

kembali kepada prinsip dasar bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dari pilihan tersebut.117 

Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjaga 

legitimasi demokrasi itu sendiri. Dalam sistem demokrasi konstitusional, 

legitimasi kekuasaan tidak semata-mata diperoleh dari suara mayoritas atau hasil 

pemilu, tetapi juga dari proses yang adil dan kerangka hukum yang menjamin 

kesetaraan bagi seluruh peserta kontestasi. Jika proses pencalonan, penyaringan 

kandidat, dan pengawasan pemilu tidak adil sejak awal, maka hasil pemilu 

betapapun proseduralnya tidak akan memiliki legitimasi substansial. Di sinilah 

Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa seluruh proses elektoral 

berjalan dalam koridor konstitusi, yaitu menjunjung asas kepastian hukum, 

keadilan, dan persamaan di hadapan hukum.118 

Kemandirian Mahkamah Konstitusi menjadi kunci dari efektivitas peran 

tersebut. Tanpa independensi yang kuat, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu 

mengambil putusan yang progresif, terutama ketika berhadapan dengan norma 
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hukum yang diciptakan oleh kekuatan politik dominan.119 Dalam banyak negara 

demokrasi, kekuasaan yudisial cenderung berada dalam tekanan politik, baik 

melalui legislasi, pembatasan anggaran, maupun pengaruh terhadap pengangkatan 

hakim. Namun Mahkamah Konstitusi di Indonesia, meskipun tidak bebas dari 

kritik, telah menunjukkan beberapa keberanian dalam membatalkan norma-norma 

hukum yang diskriminatif atau tidak proporsional, termasuk dalam urusan pemilu 

dan pencalonan kepala daerah.120 

Hal ini tampak dalam sejumlah putusan penting yang tidak hanya bersifat 

korektif terhadap produk legislasi, tetapi juga bersifat afirmatif terhadap prinsip- 

prinsip demokrasi yang dilindungi konstitusi. Misalnya, dalam Putusan Nomor 

5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan hak konstitusional calon 

independen dalam Pilkada, yang sempat diabaikan oleh undang-undang.121 Putusan 

ini membuka jalan bagi warga negara di luar struktur partai untuk mencalonkan 

diri sebagai kepala daerah, sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum harus 

adaptif terhadap dinamika demokrasi lokal. Dalam Putusan Nomor 14/PUU- 

XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga memperkuat kedudukan peserta pemilu 

dalam sengketa hasil, menunjukkan konsistensinya dalam menjaga fairness 

electoral process.122 

Lebih dari sekadar korektor, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai 

perancang ulang nilai-nilai demokrasi dalam sistem hukum nasional.123 Melalui 

tafsir konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus norma yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mengembangkan 

prinsip-prinsip baru yang sebelumnya tidak termuat secara eksplisit dalam teks 

konstitusi. Misalnya, dalam berbagai putusan pemilu, Mahkamah Konstitusi 

memperluas makna “kedaulatan rakyat” menjadi bukan hanya hak memilih dan 
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dipilih, tetapi juga hak untuk ikut serta dalam proses pencalonan secara adil.124 Ini 

adalah bentuk tafsir progresif yang sangat penting bagi demokrasi yang terus 

berkembang. 

Dalam konteks ambang batas pencalonan kepala daerah, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga menunjukkan pendekatan 

progresif tersebut.125 Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan legalitas 

ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga menilai secara kritis dampaknya 

terhadap hak politik warga negara, terutama kelompok minoritas dan partai politik 

kecil. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem 

ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menghalangi akses warga negara 

untuk menggunakan hak konstitusionalnya.126 Oleh karena itu, Mahkamah 

menilai bahwa ambang batas pencalonan harus proporsional dengan tujuan 

demokrasi dan tidak boleh menjadi instrumen yang mempersempit kontestasi 

politik. 

Konteks lokal di berbagai daerah memperkuat urgensi peran Mahkamah 

Konstitusi ini. Dalam realitas politik daerah seperti di Lampung, sistem pencalonan 

yang berbasis pada dominasi parlemen lokal sering kali meminggirkan figur-figur 

alternatif yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pelayanan publik.127 

Dominasi elite lokal dalam struktur partai menyebabkan sulitnya muncul calon 

independen atau calon dari partai kecil yang tidak memiliki cukup kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.128 Dalam kondisi seperti ini, keputusan Mahkamah 

Konstitusi menjadi penyeimbang yang sangat penting untuk mendorong 

keterbukaan sistem politik dan menjamin bahwa Pilkada tidak menjadi arena elitis 

yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki modal politik dan finansial 

besar.129 
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Peran Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi juga memiliki dimensi 

simbolik yang tak kalah penting. Ketika Mahkamah memutuskan untuk 

membatalkan ketentuan hukum yang tidak adil, maka ia sedang menyatakan 

kepada publik bahwa negara berpihak pada keadilan dan prinsip kesetaraan.130 Ini 

memberi sinyal kuat bahwa dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang tak 

bisa dikoreksi, termasuk kekuasaan legislatif.131 Keputusan tersebut juga 

memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum, yang menjadi modal 

sosial penting dalam pembangunan demokrasi jangka panjang.132 

Namun demikian, tidak cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk hanya 

memutus perkara dengan adil. Tantangan besar lainnya adalah memastikan bahwa 

putusan-putusan tersebut benar-benar diimplementasikan di semua tingkatan 

pemerintahan dan pemilu.133 Dalam banyak kasus, hambatan terhadap 

demokratisasi bukan terletak pada norma, tetapi pada praktik pelaksanaan di 

lapangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga harus aktif dalam 

melakukan sosialisasi hasil putusan, membangun kesadaran publik, serta 

mendorong pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi turunannya.134 

Sinergi antara MK, KPU, Bawaslu, DPRD, Partai Politik, dan masyarakat sipil 

menjadi kunci agar keputusan konstitusional benar-benar membawa perubahan 

nyata dalam sistem demokrasi elektoral di daerah.135 

Sebagai penutup dari subbab ini, dapat ditegaskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi merupakan elemen penting dari demokrasi Indonesia yang tidak hanya 

menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi normatif dan transformasional.136 

Dengan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menjelma 

menjadi ruang perlawanan konstitusional terhadap dominasi mayoritas politik.137 

Dalam hal ini, Mahkamah tidak boleh sekadar menjadi “hakim atas teks hukum”, 
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tetapi harus menjadi pelindung aktif atas nilai-nilai demokrasi dan 

konstitusionalisme.138 Perannya dalam membatalkan ketentuan ambang batas 

pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan 

salah satu tonggak sejarah penting dalam memperluas ruang demokrasi, 

memperkuat hak politik warga negara, dan menjamin bahwa Pilkada benar-

benar menjadi milik rakyat, bukan hanya milik partai.139 

 

C. Tinjauan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan 

tonggak penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya 

dalam bidang hukum pemilu dan demokrasi lokal. Putusan ini tidak hanya 

mengubah norma hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi simbol koreksi 

konstitusional terhadap praktik ketatanegaraan yang dianggap menyimpang dari 

prinsip-prinsip dasar demokrasi.140 Dalam konteks Pilkada, putusan ini 

membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang selama ini 

mensyaratkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan 

minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu sebelumnya.141 

Substansi dari putusan ini pada dasarnya adalah menegaskan bahwa 

pembatasan pencalonan kepala daerah harus mempertimbangkan prinsip keadilan 

dan kesetaraan politik.142 Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa 

ambang batas pencalonan tidak boleh digunakan untuk membatasi akses warga 

negara terhadap hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri dalam jabatan 

publik. Mahkamah menyatakan bahwa hak untuk dipilih merupakan bagian dari 

hak asasi manusia dan dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
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Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa ambang batas yang terlalu 

tinggi telah menghambat hak konstitusional tersebut dan tidak lagi relevan dalam 

konteks demokrasi elektoral yang sehat. Dalam naskah putusannya, Mahkamah 

menyatakan: “Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi 

telah menimbulkan eksklusivitas politik yang melanggar prinsip keterbukaan dan 

keadilan dalam sistem demokrasi lokal”.143 Ini merupakan pernyataan yang sangat 

penting karena menandai pergeseran paradigma dari demokrasi yang berbasis 

kekuatan struktural partai menuju demokrasi yang berbasis akses dan partisipasi 

warga Negara. 

Keputusan ini juga merupakan respons konstitusional terhadap dominasi 

partai politik besar dalam menentukan calon kepala daerah. Dalam sistem 

multipartai yang berkembang di Indonesia, dominasi partai besar menyebabkan 

partai kecil tidak memiliki peluang untuk mencalonkan kadernya sendiri. Mereka 

terpaksa melakukan koalisi semu yang tidak berbasis visi dan misi, melainkan 

sekadar formalitas administratif untuk memenuhi syarat pencalonan.144 Kondisi ini 

menciptakan distorsi dalam proses demokrasi, karena pencalonan tidak lagi 

menjadi ruang seleksi kepemimpinan yang substantif, tetapi berubah menjadi 

transaksi politik antarelite. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memotong akar 

dari praktik tersebut. Dengan membatalkan ketentuan ambang batas yang 

diskriminatif, Mahkamah membuka kembali jalan bagi partai politik kecil, calon 

independen, serta kelompok-kelompok sosial lain yang selama ini terpinggirkan 

untuk ikut serta dalam kontestasi Pilkada.145 Ini bukan hanya perubahan hukum 

semata, melainkan reformasi dalam cara pandang terhadap demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi tidak lagi dilihat sebagai hak istimewa partai besar, tetapi sebagai hak 

konstitusional seluruh warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 

1945.  

Aspek penting lain dari putusan ini adalah penekanan Mahkamah terhadap 

prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Mahkamah 

 
143 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, 

Pertimbangan Hukum Halaman 45 (2024). 
144 Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2010. 
145 Manan, Politik Hukum Di Indonesia, 2004. 
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menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap hak untuk dipilih hanya dapat 

dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu: (1) memiliki tujuan yang 

sah dalam sistem demokrasi, (2) dilakukan dengan cara yang diperlukan atau 

proporsional terhadap tujuan yang hendak dicapai, dan (3) tidak berlebihan 

(disproportionate) dalam membatasi hak yang dijamin oleh konstitusi. Prinsip 

proporsionalitas ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak 

konstitusional warga negara dan kepentingan umum yang sah, sehingga 

pembatasan hak tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang oleh negara, 

melainkan harus selalu tunduk pada nilai-nilai konstitusionalitas dan keadilan 

substantif. 

Ambang batas pencalonan dinilai Mahkamah telah melampaui prinsip ini, 

karena tidak seimbang antara tujuan penyederhanaan pencalonan dan hak warga 

untuk mencalonkan diri secara adil Lebih dari sekadar koreksi atas norma, 

putusan ini juga merupakan pernyataan yudisial yang menegaskan bahwa 

konstitusi harus berpihak pada keterbukaan politik dan keadilan sosial. Mahkamah 

menolak argumentasi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang 

menyatakan bahwa ambang batas diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik. 

Bagi Mahkamah, stabilitas bukanlah alasan untuk mengorbankan hak asasi politik 

warga negara. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, hak politik lebih utama 

daripada kenyamanan elite. 

Selain pertimbangan yuridis, putusan ini juga sangat relevan dari sisi politik 

dan sosiologis. Dalam realitas politik daerah, sistem pencalonan yang terbatas 

telah menyebabkan banyak tokoh lokal dengan kapabilitas tinggi tidak bisa maju 

sebagai calon kepala daerah karena tidak memiliki akses terhadap partai atau tidak 

mampu membayar “mahar politik”. Putusan Mahkamah ini memberi harapan baru 

bagi demokrasi lokal agar menjadi lebih partisipatif, kompetitif, dan terbuka bagi 

semua golongan. 

Namun, keberhasilan dari putusan ini tidak terletak pada teksnya semata, 

tetapi pada pelaksanaannya. Ini menjadi tantangan serius bagi Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dalam menyesuaikan regulasi teknis pencalonan. Komisi Pemilihan 

Umum harus memastikan bahwa putusan Mahkamah benar-benar menjadi bagian 

dari sistem yang inklusif, bukan sekadar formalitas yang tetap memberi celah bagi 
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praktik eksklusi melalui regulasi turunan yang bias terhadap partai besar. Di sinilah 

diperlukan pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk 

memastikan bahwa semangat dari putusan ini tidak dibajak oleh kepentingan 

politik jangka pendek.146 

Khusus untuk daerah seperti Lampung, yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini, keputusan ini bisa menjadi titik balik bagi demokrasi lokal. Struktur 

politik di daerah ini menunjukkan dominasi kelompok elite dan partai besar yang 

secara sistematis membatasi munculnya alternatif kepemimpinan. Putusan 

Mahkamah Konstitusi dapat menjadi alat hukum yang melawan status quo ini 

dan mendorong munculnya calon-calon alternatif yang berasal dari komunitas 

adat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, maupun pemuda yang selama ini 

tidak memiliki ruang politik memadai. 

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 

merupakan contoh nyata bagaimana hukum konstitusi bekerja dalam mengoreksi 

praktik kekuasaan yang menyimpang. Ini adalah wujud keberanian yudisial dalam 

memperluas ruang demokrasi, membela hak politik warga negara, dan 

menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada pembatasan yang 

tidak proporsional terhadap hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. 

Sebagai simpulan dari subbab ini, dapat ditegaskan bahwa Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan sekadar putusan teknis, 

melainkan merupakan deklarasi yudisial tentang makna demokrasi yang sejati. 

Demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi tentang akses yang setara terhadap 

kekuasaan. Dengan membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam Pilkada, 

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan 

pengawal demokrasi rakyat. 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah 

momen yuridis penting yang menandai koreksi terhadap praktik legislasi pemilu 

yang selama ini menutup ruang kontestasi politik secara tidak proporsional. 

Permohonan yang diajukan dalam perkara ini menggugat ketentuan ambang batas 

pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

 
146 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung. (2024). Rekapitulasi hasil Pemilihan 

Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. Bandar Lampung: KPU Provinsi Lampung. 
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Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai 

politik harus memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam 

pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusung pasangan calon kepala 

daerah. Norma ini telah lama menuai kritik karena menimbulkan eksklusivitas 

pencalonan dan mempersempit ruang demokrasi elektoral di daerah. 

 

1. Isi dan Pokok Perubahan dalam Putusan MK 

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan 

ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pokok perubahan 

yang ditetapkan Mahkamah adalah penghapusan syarat ambang batas pencalonan 

kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga seluruh 

partai politik peserta pemilu, tanpa memperhatikan jumlah kursi atau perolehan 

suara, berhak mengajukan calon kepala daerah secara setara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan 

respon yudisial atas uji materi terhadap Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya 

disebut Undang- Undang Pilkada). Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: "Partai politik atau 

gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi 

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. 

Ketentuan ini sejak awal telah menjadi sumber eksklusivitas dalam proses 

pencalonan, karena hanya partai-partai dengan perolehan suara atau kursi besar 

yang mampu memenuhi syarat tersebut secara mandiri, sementara partai kecil 

dipaksa untuk berkoalisi demi semata-mata memenuhi syarat administratif, tanpa 

memperhatikan kesesuaian visi atau gagasan politik. 

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 

dengan ketentuan bahwa: “Partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 

sebagai peserta pemilu, memiliki hak konstitusional yang setara untuk 

mencalonkan pasangan calon kepala daerah, tanpa dibatasi oleh perolehan kursi 

atau suara pada pemilu legislatif sebelumnya”. 

Pokok perubahan penting yang ditegaskan Mahkamah dalam putusan ini 

adalah penghapusan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah berdasarkan 

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau persentase suara sah dalam 

Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya, setelah putusan ini 

berlaku: Setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan pasangan calon 

kepala daerah secara langsung, tanpa harus memenuhi syarat minimal 20% kursi 

atau 25% suara sah; Koalisi antarpartai tidak lagi menjadi kewajiban administratif, 

melainkan pilihan strategis politik; Partai politik kecil mendapatkan akses yang 

sama untuk mencalonkan pasangan calon, seperti halnya partai besar. 

Perubahan ini secara substansial mengembalikan hak kelembagaan partai 

politik sebagai peserta pemilu yang sah, tanpa diskriminasi berbasis kuantitas 

kursi atau suara. Mahkamah menyatakan bahwa penggunaan ambang batas dalam 

pencalonan kepala daerah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip keadilan, 

proporsionalitas, dan kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 

28D ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. Putusan ini 

bersifat mengikat sejak diucapkan, dan oleh karena itu seluruh ketentuan dalam 

regulasi teknis seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) wajib 

disesuaikan. Komisi Pemilihan Umum tidak boleh lagi menjadikan perolehan 

suara atau kursi sebagai syarat administratif pencalonan, dan wajib memberikan 

hak yang sama kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mendaftarkan 

pasangan calon kepala daerah. 

Mahkamah menegaskan bahwa sejak putusan ini diucapkan, seluruh 

penyelenggaraan Pilkada harus mengacu pada prinsip keterbukaan dan kesetaraan 

dalam pencalonan, serta tidak lagi menjadikan ambang batas sebagai penghalang 

administratif. Dengan demikian, perubahan normatif yang paling penting adalah 
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bergesernya logika pencalonan dari "representasi kuantitatif" ke "hak 

kelembagaan partai sebagai peserta pemilu". 

Mahkamah juga menyatakan bahwa pembatasan pencalonan yang hanya 

didasarkan pada jumlah kursi atau suara adalah tidak relevan dalam konteks sistem 

multipartai dan pemilu langsung yang berlaku di Indonesia. Demokrasi tidak bisa 

dijalankan dengan logika eliminatif, melainkan harus memberikan ruang bagi 

seluruh partai untuk bersaing secara adil dalam mengusung calon. 

 

2. Argumentasi Hukum Mahkamah Konstitusi 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyandarkan argumentasi pada 

prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi politik, dan prinsip proporsionalitas. MK 

menegaskan bahwa hak untuk dipilih (right to be elected) adalah hak asasi yang 

dijamin oleh Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan 

terhadap hak tersebut hanya bisa dibenarkan apabila dilakukan secara 

proporsional, tidak diskriminatif, dan berdasarkan pertimbangan rasional untuk 

mencapai tujuan yang sah dalam negara demokrasi. 

Mahkamah juga menggunakan pendekatan constitutional identity, yakni 

bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengakui prinsip keterwakilan melalui 

partai politik, tetapi tidak mengizinkan diskriminasi antara partai besar dan kecil 

dalam hal hak mencalonkan. Setiap partai politik yang telah lolos verifikasi dan 

dinyatakan sah sebagai peserta pemilu memiliki kedudukan yang sama di hadapan 

hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa pencalonan dalam Pilkada 

adalah bagian dari hak politik yang tidak boleh dibatasi hanya karena kuantitas 

suara atau kursi. 

Dalam satu bagian penting pertimbangannya, Mahkamah menyatakan: 

"Ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada yang 

bersumber dari perolehan suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

telah menciptakan ketimpangan dalam hak politik dan membatasi akses partai 

peserta pemilu untuk menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi. 

Mahkamah juga menyebut bahwa argumentasi pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai penyederhanaan pencalonan demi mencegah 

banyaknya pasangan calon tidak berdasar. Banyaknya calon dalam Pilkada tidak 
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otomatis menciptakan instabilitas, dan jika pun ada kekhawatiran tersebut, 

penyaringannya harus dilakukan oleh pemilih dalam bilik suara, bukan oleh 

mekanisme administratif yang elitis. 

 

3. Dampak Langsung terhadap Norma Hukum yang Berlaku 

Dampak utama dari putusan Mahkamah ini adalah gugurnya Pasal 40 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai norma hukum yang 

sebelumnya menjadi dasar teknis Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun 

tahapan pencalonan kepala daerah. Dengan tidak berlakunya ambang batas 

pencalonan, maka seluruh partai politik peserta pemilu, tanpa melihat perolehan 

kursi atau suara, memiliki hak setara untuk mencalonkan pasangan kepala daerah. 

Ini berarti, partai politik dengan satu kursi pun atau bahkan tanpa kursi tetapi lolos 

sebagai peserta pemilu nasional berhak mengajukan pasangan calon. 

Dampak normatif lainnya adalah keharusan bagi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) untuk segera menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 

yang berkaitan dengan tata cara pencalonan. Regulasi teknis yang sebelumnya 

mendasarkan syarat pencalonan pada hasil pemilu terakhir tidak lagi dapat 

dijadikan rujukan. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya 

berdampak pada Undang-Undang, tetapi juga pada seluruh instrumen hukum 

administratif yang menyertainya. 

Dalam konteks yang lebih luas, dampak putusan ini adalah munculnya 

peluang perluasan partisipasi politik, terutama dari partai-partai kecil yang selama 

ini hanya menjadi pelengkap koalisi. Di sisi lain, partai besar kehilangan 

monopoli atas proses pencalonan. Implikasi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi 

juga politik dan sosial, karena membuka jalan bagi transformasi dalam struktur 

kekuasaan di daerah. Pilkada 2024 akan menjadi ujian pertama atas efektifnya 

perubahan ini dalam membentuk demokrasi lokal yang lebih kompetitif dan 

inklusif. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan ini akan memunculkan tantangan 

baru, seperti meningkatnya jumlah calon dan kemungkinan fragmentasi suara. 

Namun sebagaimana Mahkamah tegaskan, kompleksitas tersebut adalah 
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konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Negara harus mengelola demokrasi, 

bukan menguranginya dengan dalih efisiensi atau stabilitas semu. 

Dengan demikian, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- 

XXII/2024 adalah bentuk koreksi mendasar terhadap sistem hukum pencalonan 

kepala daerah. Ia membatalkan norma yang tidak proporsional, menegaskan hak 

konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu, serta memberikan arah baru 

bagi pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Putusan ini 

menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa demokrasi lokal tidak 

dikerdilkan oleh regulasi yang hanya berpihak pada kepentingan elite politik 

semata. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 bukan hanya 

merupakan respons terhadap gugatan terhadap norma dalam Undang-Undang 

Pilkada, tetapi juga merupakan refleksi paling konkret atas peran Mahkamah 

Konstitusi sebagai benteng terakhir perlindungan hak-hak konstitusional warga 

negara dalam sistem demokrasi. Dalam kerangka ini, Mahkamah tidak hanya 

memeriksa legalitas formal dari norma ambang batas pencalonan, tetapi juga 

memeriksa dan menimbang konteks sosial-politik, dampaknya terhadap 

demokrasi lokal, serta konsistensinya dengan jiwa dan semangat konstitusi 

Indonesia. 

Salah satu kekuatan mendasar dari putusan ini adalah keberanian 

Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan konstitusi sebagai standar utama 

demokrasi, bukan sekadar mengikuti konstruksi politik yang telah mapan dalam 

peraturan perundang-undangan. Mahkamah secara tegas menolak logika bahwa 

stabilitas dan penyederhanaan pencalonan dapat dijadikan dasar untuk 

menghalangi akses warga negara dan partai kecil dalam pencalonan kepala 

daerah. Mahkamah menekankan bahwa dalam sistem demokrasi langsung, 

rakyatlah yang menjadi penentu akhir siapa yang layak dipilih, bukan sistem 

penyaringan administratif yang eksklusif. 

Dalam konteks pembentukan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi ini 

sekaligus memperingatkan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan 

semata, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen keadilan. Norma yang 

membatasi pencalonan berdasarkan syarat 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat 
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Daerah atau 25% suara sah dianggap Mahkamah telah kehilangan legitimasi 

konstitusional karena menciptakan ketimpangan struktural dan tidak memberikan 

kesempatan yang setara bagi partai peserta pemilu, terutama partai kecil. Norma 

tersebut, bagi Mahkamah, secara faktual mengubah Pilkada dari kontestasi yang 

demokratis menjadi seleksi politik oleh elite, yang sangat rentan terhadap praktik 

transaksional dan oligarkis. 

Mahkamah dalam pertimbangannya juga menyentuh aspek ketimpangan 

antara hak politik dan kekuatan struktural politik. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa logika demokrasi tidak boleh tunduk pada kekuasaan institusi 

politik yang dominan, karena prinsip kesetaraan politik harus tetap terjaga 

meskipun dalam realitas politik terdapat partai besar dan partai kecil. Dengan 

logika tersebut, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sedang meluruskan arah 

demokrasi Indonesia dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif. 

Bahwa demokrasi bukan semata-mata diselenggarakan secara langsung atau 

dengan pemilu, melainkan juga harus menjamin kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi secara aktif, termasuk dalam tahap pencalonan. 

Lebih jauh, Mahkamah juga menyampaikan bahwa mekanisme pembatasan 

semacam ini mengabaikan hak kelembagaan partai politik. Dalam sistem pemilu 

yang berlaku di Indonesia, partai politik adalah pilar demokrasi yang diberi 

legitimasi oleh negara untuk berfungsi sebagai sarana partisipasi politik rakyat. 

Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa setiap partai politik yang telah 

lolos sebagai peserta pemilu memiliki hak yang sama dan tidak boleh dibedakan 

berdasarkan perolehan suara atau jumlah kursi semata. Ketika undang-undang 

justru membedakan perlakuan terhadap partai peserta pemilu, maka yang 

dilanggar bukan hanya hak politik perseorangan, tetapi juga hak kolektif 

kelembagaan partai politik itu sendiri. 

Putusan ini juga memiliki implikasi luas terhadap desain sistem pemilihan 

kepala daerah ke depan. Dengan dihapusnya ambang batas, Mahkamah tidak 

hanya menghapus diskriminasi, tetapi juga membuka ruang bagi desain politik 

lokal yang lebih kompetitif, dinamis, dan plural. Dalam kerangka Pilkada 2024, 

implikasi ini sangat besar karena akan memungkinkan lebih banyak calon muncul 

dari berbagai latar belakang baik dari partai politik kecil, calon alternatif, maupun 
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dari kalangan independen yang selama ini tersingkir karena terkendala aturan 

administrative. 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa perubahan besar ini tentu tidak datang 

tanpa tantangan. Di satu sisi, jumlah pasangan calon yang meningkat dapat 

berkonsekuensi pada fragmentasi suara, polarisasi politik lokal, serta 

meningkatnya biaya dan kompleksitas pemilu. Akan tetapi, seperti yang 

ditekankan Mahkamah dalam putusannya, tantangan-tantangan tersebut harus 

ditangani dengan mekanisme demokratis, bukan dengan menyempitkan ruang 

partisipasi. Dalam demokrasi, keberagaman pilihan adalah kekuatan, bukan 

kelemahan. 

Dalam konteks ini, tanggung jawab utama berada pada penyelenggara 

pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, untuk menyesuaikan 

regulasi teknis dan sistem pengawasan agar tetap menjaga kualitas Pilkada yang 

jujur, adil, dan transparan. Mahkamah telah membuka ruang demokrasi itu 

melalui keputusannya; kini tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan 

bahwa ruang tersebut tidak dikuasai kembali oleh oligarki lama dengan wajah 

baru. Dengan kata lain, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini 

membutuhkan komitmen politik dan kesiapan kelembagaan untuk menerjemahkan 

semangat konstitusional menjadi kenyataan electoral. 

Sebagai simpulan lanjutan dari bagian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi sinyal kuat dan tegas dari konstitusi terhadap 

sistem politik Indonesia. Ia bukan sekadar pembatalan norma dalam undang-

undang, melainkan penanda bahwa Mahkamah telah menjalankan peran sejatinya 

sebagai pengawal demokrasi. Putusan ini memperluas makna keadilan politik, 

memulihkan kesetaraan akses terhadap kekuasaan, dan merestorasi hak 

konstitusional warga negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam 

pemerintahan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. 

Lebih dari itu, putusan ini juga membawa pesan bahwa demokrasi elektoral 

yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa besar dukungan struktural, tetapi oleh 

seberapa besar akses yang dijamin oleh sistem. Dengan membuka kran 

pencalonan bagi semua partai peserta pemilu tanpa diskriminasi, Mahkamah telah 

menegaskan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup dalam iklim yang terbuka, 
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adil, dan merata. Pilkada 2024 akan menjadi ujian nyata dari prinsip ini apakah 

putusan Mahkamah Konstitusi ini benar-benar menjadi momen koreksi dan 

pemulihan demokrasi, atau justru kembali ditundukkan oleh praktik lama dengan 

wajah baru. 

D. Tinjauan Demokrasi dalam Konteks Pilkada 

 

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat 

sebagai sumber kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, kekuasaan Negara 

dijalankan berdasarkan prinsip keterwakilan, partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas. Salah satu instrumen utama dalam menjamin kedaulatan rakyat 

adalah pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 

yang menjadi sarana untuk menentukan pemimpin eksekutif di tingkat lokal secara 

langsung oleh rakyat. 

Dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya diterapkan di tingkat 

nasional, tetapi juga dijalankan secara aktif melalui pemilihan kepala daerah 

sebagai bagian dari sistem desentralisasi. Sejak diberlakukannya Undang- Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016, Pilkada langsung menjadi instrumen penting dalam konsolidasi demokrasi 

lokal. Melalui Pilkada, masyarakat daerah diberikan kesempatan untuk 

menentukan arah kebijakan dan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme 

elektoral yang terbuka. 

Namun demikian, penerapan demokrasi dalam Pilkada tidak lepas dari 

berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan yang selama ini mencuat 

adalah terbatasnya akses pencalonan, terutama akibat adanya ambang batas 

pencalonan yang menghambat partisipasi politik aktor-aktor alternatif. Demokrasi 

yang seharusnya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, dalam praktiknya 

justru dibatasi oleh norma hukum yang diskriminatif terhadap partai kecil dan 

calon independen. Inilah yang kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. 

Untuk memahami demokrasi dalam konteks Pilkada secara utuh, perlu 

dilakukan pembacaan atas tiga dimensi penting: demokrasi sebagai prinsip 

konstitusional, demokrasi sebagai sistem elektoral, dan demokrasi sebagai 
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pengalaman sosial-politik local. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945 disebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar." Ini adalah dasar normatif bahwa seluruh proses 

politik termasuk Pilkada harus dilaksanakan dengan semangat partisipatif. 

Artinya, rakyat harus diberi ruang bukan hanya untuk memilih, tetapi juga untuk 

dipilih. Pembatasan terhadap hak untuk mencalonkan diri tanpa dasar 

konstitusional yang kuat adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar ini. 

Dalam demokrasi konstitusional, tidak dibenarkan adanya pembatasan 

terhadap hak politik warga negara kecuali didasarkan pada prinsip 

proporsionalitas dan tujuan konstitusional yang sah. Ketika pencalonan kepala 

daerah dibatasi hanya bagi mereka yang didukung oleh partai politik tertentu 

dengan perolehan suara atau kursi tertentu, maka hal tersebut telah mencederai 

prinsip kesetaraan hak politik. 

Secara elektoral, demokrasi dalam Pilkada diharapkan mampu menciptakan 

kompetisi yang sehat dan adil. Sistem pemilu yang demokratis tidak hanya 

ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkala, tetapi juga dengan kesetaraan 

dalam akses pencalonan, kebebasan kampanye, keadilan dalam pendanaan politik, 

dan integritas penyelenggara pemilu. Namun fakta menunjukkan bahwa Pilkada 

sering kali menjadi arena yang tidak setara. Ambang batas pencalonan, mahar 

politik, dan dominasi elite lokal membuat kontestasi menjadi tidak adil sejak 

tahap awal. 

Dalam kerangka ini, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- 

XXII/2024 dapat dibaca sebagai upaya untuk merestorasi prinsip keadilan 

elektoral. Dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan, peluang untuk 

menciptakan kompetisi yang lebih sehat semakin terbuka. Partai kecil tidak lagi 

harus tunduk dalam koalisi pragmatis, dan tokoh-tokoh lokal yang memiliki 

kedekatan dengan masyarakat tetapi tidak memiliki akses ke partai besar dapat 

mencalonkan diri secara lebih mudah. Ini sejalan dengan prinsip universal 

demokrasi yang menyatakan bahwa “equality of opportunity is a fundamental 

requirement of fair elections.” 

Demokrasi dalam Pilkada juga harus dilihat sebagai pengalaman sosial dan 

politik di tingkat lokal. Demokrasi bukan hanya sekadar prosedur memilih 
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pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat berinteraksi, berpartisipasi, 

dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Di banyak daerah, 

terutama di kawasan seperti Lampung, praktik politik masih sangat dipengaruhi 

oleh struktur sosial, relasi patron-klien, dan dominasi elite. Dalam situasi seperti 

ini, membuka ruang pencalonan bagi lebih banyak aktor dapat memunculkan 

dinamika politik baru yang lebih representatif dan mendekatkan sistem kepada 

nilai-nilai demokrasi substantif. 

Keterbukaan dalam pencalonan melalui Pilkada juga bisa menjadi pintu 

masuk bagi penguatan peran perempuan, kelompok marjinal, generasi muda, dan 

komunitas adat dalam politik lokal. Ketika akses terhadap pencalonan diperluas, 

maka wajah politik daerah akan lebih beragam dan lebih mampu mencerminkan 

kondisi masyarakat sebenarnya. Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi 

tidak dapat diklaim sebagai berhasil jika hanya menghasilkan pemilu yang 

berkala, tetapi gagal dalam mewujudkan keterwakilan yang luas dan setara. 

Dalam praktiknya, Pilkada adalah cermin paling nyata dari kualitas 

demokrasi di Indonesia. Jika dalam Pilkada hanya calon dari kalangan elite partai 

besar yang bisa maju, maka demokrasi telah dikendalikan oleh oligarki. Jika 

pencalonan dibatasi oleh ambang batas yang tinggi, maka partisipasi publik telah 

dibatasi oleh hukum. Dan jika rakyat hanya diberi pilihan terbatas yang ditentukan 

oleh kekuasaan partai, maka pemilu hanya menjadi legitimasi dari proses yang 

tidak demokratis. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 harus 

ditempatkan dalam konteks ini: sebagai koreksi atas kegagalan sistem dalam 

menjamin keadilan politik di tingkat lokal. Mahkamah telah membuka pintu agar 

Pilkada menjadi lebih demokratis, namun pekerjaan besar tetap menanti: 

membenahi regulasi teknis oleh Komisi Pemilihan Umum, mendorong partai 

untuk membuka akses pencalonan secara internal, serta meningkatkan literasi 

politik masyarakat agar benar-benar mampu memilih pemimpin yang terbaik, 

bukan sekadar populer atau bermodal besar. 

Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Pilkada bukan hanya persoalan 

legalitas prosedural, tetapi merupakan upaya kolektif untuk memastikan bahwa 

seluruh warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi 
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pemimpin maupun menentukan pemimpin. Pilkada yang demokratis harus lahir 

dari proses yang terbuka, adil, dan setara. Di sinilah substansi demokrasi harus 

diuji dan diperjuangkan. 

Demokrasi dalam konteks Pilkada tidak bisa dilepaskan dari proses 

representasi politik yang adil dan menyeluruh. Di tingkat lokal, pemilihan kepala 

daerah bukan sekadar mekanisme rutin lima tahunan, tetapi juga menjadi ajang 

perwujudan langsung dari prinsip government by the people. Kualitas demokrasi 

lokal sangat ditentukan oleh seberapa besar akses dan ruang yang disediakan oleh 

sistem bagi warga untuk ikut menentukan arah pemerintahan daerah baik sebagai 

pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Oleh karena itu, bentuk dan isi regulasi 

Pilkada menjadi elemen sentral dalam memastikan apakah demokrasi hanya 

prosedural atau juga substantif. 

Salah satu ancaman utama terhadap demokrasi dalam konteks Pilkada 

adalah dominasi elite politik lokal yang terkonsentrasi dalam struktur partai 

politik besar. Dengan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sebelum 

dibatalkan Mahkamah Konstitusi, hanya partai atau koalisi dengan kekuatan 

elektoral besar yang dapat mengusung calon. Akibatnya, proses demokrasi lokal 

dikooptasi oleh kelompok elite yang mampu menguasai kursi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, membentuk koalisi pragmatis, dan mengatur pencalonan secara 

eksklusif. Sementara itu, aktor politik alternatif yang tidak memiliki akses 

struktural ke partai seperti tokoh muda, perempuan, komunitas adat, aktivis 

lingkungan, atau akademisi daerah dipinggirkan dari ruang kontestasi politik. 

Model demokrasi semacam ini disebut oleh para ilmuwan politik sebagai 

bentuk "electoral oligarchy", yakni demokrasi yang hanya hidup dalam proses 

pemilu, tetapi seluruh tahapannya dikendalikan oleh elite tertentu. Dalam kondisi 

seperti ini, pemilu menjadi ajang legitimasi bagi dominasi politik, bukan arena 

kompetisi terbuka yang mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi dalam bentuk 

ini tidak menciptakan keterwakilan yang sejati, melainkan memperkuat status quo 

yang menutup jalan bagi regenerasi dan pembaruan kepemimpinan di daerah.147 

 
147 Rosyada, D. (2020). Electoral threshold dan distorsi representasi politik dalam 

Pilkada. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(4), 487–504. 
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Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan ambang batas pencalonan 

dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, sejatinya Mahkamah sedang 

merestorasi prinsip dasar demokrasi elektoral: bahwa setiap warga negara yang 

memenuhi syarat administratif memiliki hak yang sama untuk dipilih, dan setiap 

partai politik yang sah sebagai peserta pemilu memiliki kedudukan yang setara 

dalam mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Putusan ini menegaskan 

bahwa demokrasi tidak boleh dikungkung oleh batas-batas administratif yang 

diskriminatif, apalagi jika pembatasan tersebut menguntungkan kelompok tertentu 

dan merugikan hak konstitusional warga negara lainnya. 

Dalam kerangka demokrasi lokal, keputusan ini juga membuka 

kemungkinan baru untuk memperkuat fungsi representasi politik yang sejati. 

Ketika lebih banyak calon dapat maju dalam Pilkada, maka masyarakat diberikan 

beragam pilihan politik yang lebih mencerminkan keragaman sosial, budaya, dan 

ideologis yang ada di daerah. Hal ini penting dalam konteks negara seperti 

Indonesia yang multikultural dan majemuk. Sebab, keterwakilan politik bukan 

hanya soal siapa yang terpilih, tetapi juga soal siapa saja yang diberi kesempatan 

untuk ikut serta dalam proses pencalonan. 

Demokrasi dalam Pilkada juga erat kaitannya dengan pembentukan sistem 

kepemimpinan yang akuntabel dan responsif. Kepala daerah yang lahir dari sistem 

yang terbuka dan kompetitif cenderung memiliki legitimasi yang lebih kuat, 

karena kemenangannya diperoleh dalam proses yang adil dan didukung oleh 

pemilih yang rasional. Sebaliknya, kepala daerah yang dihasilkan dari proses 

politik yang tertutup dan eksklusif rentan terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan 

penyalahgunaan kekuasaan karena tidak memiliki insentif untuk 

mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada publik. Inilah mengapa 

reformasi dalam sistem pencalonan merupakan langkah strategis untuk 

memperbaiki kualitas demokrasi secara keseluruhan. 

Lebih jauh, demokrasi dalam Pilkada juga harus menjamin prinsip 

inklusivitas dan kesetaraan politik antarwilayah. Banyak daerah di Indonesia, 

khususnya kawasan kepulauan dan pedalaman, mengalami ketimpangan akses 

politik akibat minimnya infrastruktur politik dan dominasi elite lokal. Dalam 

konteks seperti ini, penghapusan ambang batas pencalonan dapat membuka jalan 
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bagi munculnya pemimpin dari daerah-daerah pinggiran yang sebelumnya tidak 

memiliki akses ke partai politik besar. Dengan demikian, keputusan Mahkamah 

Konstitusi juga dapat dibaca sebagai langkah desentralisasi keadilan politik, yang 

memberi peluang lebih adil bagi daerah-daerah terpinggirkan untuk ikut 

menentukan pemimpin daerahnya sendiri. 

Penting pula untuk mencatat bahwa demokrasi dalam konteks Pilkada 

bukan sekadar tentang keterbukaan pencalonan, tetapi juga menyangkut kapasitas 

masyarakat dalam menilai dan memilih calon yang berkualitas. Oleh karena itu, 

reformasi sistem hukum harus dibarengi dengan pendidikan politik yang kuat. 

Masyarakat perlu didorong untuk tidak memilih berdasarkan popularitas semata, 

tetapi berdasarkan rekam jejak, visi, dan integritas calon. Dalam hal ini, 

penghapusan ambang batas dapat menjadi momen penting untuk mendorong 

partisipasi politik yang lebih rasional dan terinformasi. 

Akhirnya, demokrasi dalam Pilkada harus dilihat sebagai ruang 

pembelajaran politik yang terus berkembang. Pilkada bukan sekadar rutinitas 

elektoral, tetapi panggung untuk membangun kesadaran kolektif tentang 

pentingnya hak memilih dan dipilih. Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan 

Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memberikan koreksi yang tepat pada salah satu 

akar masalah demokrasi lokal di Indonesia. Namun, keberhasilan demokrasi dalam 

Pilkada tetap bergantung pada keberanian rakyat untuk menggunakan haknya, 

integritas penyelenggara pemilu, dan konsistensi penegakan hukum oleh seluruh 

institusi Negara. 

Demokrasi pada dasarnya tidak hanya berarti adanya pemilihan umum yang 

bebas dan adil, tetapi juga menjamin akses setara setiap warga negara terhadap 

proses politik, termasuk hak untuk mencalonkan diri dan mencalonkan orang lain. 

Dalam konteks Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), demokrasi diuji secara nyata 

melalui bagaimana sistem politik membuka atau membatasi partisipasi rakyat 

dalam memilih dan dipilih. Oleh karena itu, kualitas demokrasi lokal sangat 

tergantung pada sistem hukum dan kelembagaan yang mengatur jalannya Pilkada. 

Menurut Robert A. Dahl, salah satu pemikir demokrasi modern, demokrasi 

yang ideal harus memenuhi dua kriteria utama: inclusiveness (keterlibatan semua 

orang dewasa dalam pengambilan keputusan) dan public contestation (kompetisi 
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terbuka dalam ruang publik). Jika sebuah sistem pemilu membatasi pencalonan 

hanya pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan struktural, maka 

demokrasi tersebut gagal dalam prinsip inklusivitas, dan yang terjadi adalah 

demokrasi elitis. Sayangnya, inilah yang selama ini terjadi dalam banyak 

kontestasi Pilkada di Indonesia sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024. 

Kondisi ini diperkuat oleh pengamatan dari Larry Diamond, yang 

menyebutkan bahwa demokrasi yang hanya memfasilitasi pemilu tetapi tidak 

memberi ruang bagi aktor politik alternatif untuk ikut bersaing, pada akhirnya 

hanya akan menjadi electoral authoritarianism.34 Dalam kerangka ini, pemilu 

menjadi formalitas semata, karena hasilnya telah dikondisikan sejak awal oleh 

struktur hukum yang berat sebelah, seperti ketentuan ambang batas pencalonan 

kepala daerah. Demokrasi semacam ini cenderung menghasilkan kepala daerah 

yang lahir dari kompromi elite politik, bukan dari kehendak rakyat secara 

langsung. 

Dalam konteks Indonesia, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi 

harus berjalan seiring dengan prinsip keterwakilan dan keadilan sosial. Baginya, 

demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pemilu, tetapi 

juga oleh terbukanya akses politik bagi semua lapisan masyarakat tanpa hambatan 

struktural. Artinya, partisipasi politik dalam Pilkada tidak boleh dikendalikan oleh 

kepentingan partai besar, tetapi harus memberi peluang yang sama kepada partai 

kecil, tokoh independen, serta kelompok marjinal lainnya. 

Sebelum adanya koreksi oleh Mahkamah Konstitusi, sistem pencalonan 

dalam Pilkada di Indonesia cenderung tidak inklusif. Ambang batas 20% kursi 

DPRD atau 25% suara sah pada pemilu sebelumnya menjadi dinding tebal yang 

hanya bisa dilewati oleh partai besar atau koalisi partai, dan ini menutup peluang 

bagi calon alternatif untuk maju. Hal ini menciptakan ketimpangan struktural 

dalam politik lokal, karena aktor-aktor yang memiliki kapasitas kepemimpinan, 

integritas, dan visi, tetapi tidak memiliki akses ke kekuasaan partai, tersingkir dari 

panggung kontestasi. 

Daniel Lev, dalam kajiannya tentang politik hukum di Indonesia, menyebut 

bahwa salah satu masalah utama demokrasi di Indonesia adalah kooptasi lembaga 
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hukum dan sistem pemilu oleh elite kekuasaan. Ia menyatakan, "struktur formal 

yang dibangun sering kali hanya menjadi legitimasi dari kekuasaan politik yang 

sesungguhnya tetap bersifat eksklusif dan tidak demokratis." Pernyataan ini 

menggambarkan betapa pentingnya koreksi konstitusional terhadap sistem pemilu 

yang diskriminatif. 

Di sinilah letak pentingnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU- 

XXII/2024. Putusan ini bukan hanya koreksi terhadap satu pasal dalam UU 

Pilkada, tetapi juga koreksi terhadap arah demokrasi lokal yang selama ini 

cenderung mengarah pada eksklusivitas dan oligarki. Dengan menghapus 

ketentuan ambang batas pencalonan berdasarkan suara atau kursi, Mahkamah 

telah mengembalikan makna dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 

Lebih jauh, keputusan ini juga dapat dibaca sebagai usaha untuk 

menyelamatkan substansi demokrasi dari prosedur yang menyesatkan. Demokrasi 

yang hanya berisi rutinitas pemilu tetapi tidak memperluas hak-hak politik justru 

berpotensi menjadi kendaraan pembajakan kekuasaan oleh elite. Hal ini sejalan 

dengan pandangan Francis Fukuyama, yang mengatakan bahwa kelemahan negara 

demokratis modern bukan pada ketidakhadiran pemilu, tetapi pada hilangnya 

kapasitas sistem untuk merespons aspirasi warga secara adil dan setara. 

Dalam kerangka Pilkada, respons yang adil dan setara itu berarti bahwa 

setiap partai politik yang telah lolos sebagai peserta pemilu nasional memiliki hak 

yang sama dalam mencalonkan pasangan kepala daerah. Hal ini juga berlaku bagi 

calon perseorangan, yang meskipun tidak memiliki dukungan partai, tetap 

merupakan warga negara dengan hak untuk dipilih. Dengan dibukanya ruang 

pencalonan, Pilkada 2024 berpotensi menjadi titik balik dari demokrasi lokal yang 

lebih sehat, kompetitif, dan mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih otentik. 

Selain itu, keterbukaan pencalonan juga dapat menjadi pendorong untuk 

penguatan demokrasi partisipatoris, di mana warga tidak hanya menjadi pemilih 

pasif, tetapi juga dapat mendorong calon-calon dari komunitasnya sendiri untuk 

maju sebagai kepala daerah. Dalam konteks daerah-daerah seperti Lampung, di 

mana struktur politik sering kali dikuasai oleh kelompok tertentu, keputusan 

Mahkamah ini membuka kemungkinan munculnya tokoh-tokoh alternatif yang 
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lebih dekat dengan rakyat dan membawa agenda-agenda yang relevan secara 

lokal. 

Demokrasi dalam konteks Pilkada tidak bisa dipahami hanya dari aspek 

formalnya. Demokrasi harus dibaca sebagai proses politik yang menjamin 

kesetaraan akses, keterwakilan yang luas, dan perlindungan terhadap hak-hak 

minoritas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah 

tonggak penting menuju demokrasi yang lebih substansial, dan seharusnya 

menjadi pijakan awal bagi reformasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih 

inklusif, adil, dan partisipatif. 

Dalam skema ketatanegaraan Indonesia, Pilkada merupakan bentuk konkret 

dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang menyatukan nilai-nilai 

desentralisasi dan partisipasi rakyat. Demokrasi tidak hanya harus hidup di pusat 

kekuasaan, tetapi juga harus tumbuh dan berkembang di daerah-daerah sebagai 

manifestasi dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, 

kualitas demokrasi nasional sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi local dan 

Pilkada adalah ruang utama di mana demokrasi lokal itu diuji secara langsung. 

Namun demikian, Pilkada di Indonesia selama ini masih menghadapi 

beragam problem struktural yang menghambat terwujudnya demokrasi yang adil 

dan setara. Problem tersebut antara lain adalah keterbatasan akses pencalonan, 

dominasi oligarki lokal, mahalnya biaya politik, lemahnya partisipasi masyarakat, 

dan belum optimalnya peran lembaga pengawas pemilu. Salah satu hambatan 

paling mendasar adalah pembatasan pencalonan kepala daerah yang sebelumnya 

diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang 

mensyaratkan ambang batas 20% kursi atau 25% suara sah. 

Ketentuan tersebut telah menjadikan Pilkada sebagai arena yang hanya 

dapat diakses oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama partai besar atau 

gabungan partai dengan sumber daya politik dan finansial besar. Dalam 

praktiknya, partai kecil tidak memiliki pilihan lain selain tunduk dalam koalisi 

yang dibentuk elite partai besar, atau bahkan menjual dukungan politik demi 

kepentingan materi. Situasi ini membuat sistem pencalonan menjadi tidak 

demokratis dan memunculkan praktik transaksional yang merusak integritas 

demokrasi lokal. 
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Demokrasi yang ideal tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan 

tertentu yang membatasi ruang partisipasi rakyat. Demokrasi harus membuka 

ruang luas bagi rakyat untuk turut serta dalam proses politik, tidak hanya sebagai 

pemilih tetapi juga sebagai calon pemimpin. Dalam konteks ini, keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan titik balik 

penting. Dengan menghapus ambang batas pencalonan, Mahkamah telah 

membuka kembali ruang demokrasi yang selama ini tersumbat oleh tembok 

hukum yang eksklusif. 

Namun demokrasi tidak bisa hanya diserahkan pada regulasi dan putusan 

pengadilan. Demokrasi adalah ekosistem politik yang harus didukung oleh 

kesadaran publik, peran aktif masyarakat sipil, media yang independen, serta 

partai politik yang terbuka dan demokratis secara internal. Dalam konteks Pilkada, 

masyarakat sipil memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa proses 

pencalonan tidak didominasi oleh oligarki lama yang hanya berganti wajah. 

Keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pencalonan, kampanye, dan 

pemungutan suara menjadi kunci utama untuk menjaga agar ruang demokrasi 

yang telah dibuka oleh Mahkamah benar-benar digunakan untuk kepentingan 

rakyat. 

Partisipasi politik masyarakat juga tidak boleh hanya dimaknai sebagai 

kehadiran dalam bilik suara. Demokrasi partisipatoris mensyaratkan keterlibatan 

rakyat dalam proses-proses penting seperti penyaringan calon di tingkat akar 

rumput, pendidikan politik berbasis komunitas, serta kontrol sosial terhadap 

kandidat yang terpilih. Dalam konteks Pilkada, hal ini menjadi penting karena 

kepala daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran, 

pelayanan publik, dan perizinan investasi yang berdampak langsung pada 

kehidupan masyarakat. 

Dengan dibukanya ruang pencalonan yang lebih luas pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, muncul pula tantangan baru:  

bagaimana memastikan bahwa perluasan akses tidak justru dimanfaatkan 

oleh aktor-aktor politik oportunistik yang sekadar mencari kekuasaan tanpa 

kapasitas dan integritas. Oleh karena itu, literasi politik masyarakat menjadi 

instrumen penting dalam menyaring calon pemimpin yang benar-benar membawa 
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harapan perubahan. Pendidikan politik harus diarahkan bukan hanya pada cara 

memilih, tetapi juga pada pemahaman terhadap fungsi kekuasaan, hak-hak politik 

warga, dan kewajiban moral pemimpin. 

Dalam jangka panjang, demokrasi dalam konteks Pilkada akan sangat 

ditentukan oleh keberanian rakyat untuk menolak politik uang, resistensi terhadap 

dinasti politik, dan dorongan kuat untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat. 

Pilkada bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana proses 

itu berlangsung apakah membuka ruang aspirasi rakyat atau hanya menjadi 

panggung pengulangan kekuasaan lama. 

Dengan demikian, Pilkada bukan sekadar ritual politik lima tahunan, tetapi 

instrumen penting untuk melakukan distribusi kekuasaan secara merata dan adil di 

seluruh pelosok Indonesia. Dalam negara kepulauan dengan keanekaragaman 

budaya, ekonomi, dan geografis, Pilkada adalah alat penting untuk memastikan 

bahwa setiap wilayah memiliki akses terhadap kepemimpinan yang sesuai dengan 

konteks dan kebutuhan lokalnya. Oleh karena itu, penguatan demokrasi lokal 

melalui reformasi sistem Pilkada adalah salah satu syarat mutlak untuk 

memperkuat demokrasi Indonesia secara keseluruhan. 

Sebagai refleksi akhir, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan contoh bahwa sistem hukum masih 

memiliki harapan untuk memperbaiki arah demokrasi. Namun setelah pintu 

demokrasi dibuka, langkah selanjutnya bergantung pada rakyat itu sendiri: apakah 

mereka akan menggunakan ruang itu untuk menghadirkan pemimpin- pemimpin 

baru yang progresif dan dekat dengan rakyat, atau membiarkannya kembali 

dikuasai oleh kekuatan lama yang hanya pandai mengeksploitasi demokrasi demi 

kepentingan kekuasaan semata. 

Demokrasi dalam konteks Pilkada juga harus dipahami sebagai bagian dari 

proses konsolidasi demokrasi. Dalam ilmu politik, konsolidasi demokrasi merujuk 

pada proses penguatan lembaga, norma, dan budaya politik yang demokratis agar 

sistem politik dapat bertahan dalam jangka panjang dan mampu mengelola konflik 

secara damai. Pilkada yang sehat dan inklusif merupakan bagian penting dari 

konsolidasi tersebut karena ia mempertemukan warga negara secara langsung 
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dengan kekuasaan politik lokal level kekuasaan yang paling dekat dengan 

kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Ketika sistem Pilkada membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat 

untuk mencalonkan dan memilih pemimpin mereka secara adil dan setara, maka 

sesungguhnya Pilkada tidak hanya menjadi instrumen pengambilan keputusan 

politik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi. Rakyat belajar bahwa 

kekuasaan tidak datang dari warisan atau kekuatan uang, tetapi dari legitimasi 

rakyat melalui mekanisme yang adil. Oleh karena itu, Pilkada harus dikelola 

sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat demokrasi dari bawah ke 

atas (bottom-up democracy). 

Sistem Pilkada justru mengukuhkan oligarki politik lokal dengan 

pencalonan yang dikontrol segelintir elite, maraknya politik uang, dan lemahnya 

pengawasan masyarakat maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa 

substansi. Demokrasi seperti ini disebut oleh Guillermo O’Donnell sebagai 

“delegative democracy”, yaitu ketika rakyat hanya diberi ruang memilih 

pemimpin setiap beberapa tahun, tetapi tidak memiliki kontrol yang nyata atas 

jalannya pemerintahan. 

Indonesia, dengan struktur politik yang desentralistik dan keberagaman 

sosial-budaya yang tinggi, sangat membutuhkan Pilkada yang demokratis dalam 

makna substantif. Pilkada tidak hanya harus terbuka, tetapi juga harus memberi 

peluang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan, memastikan 

distribusi sumber daya yang adil, dan menjaga ruang publik dari penyalahgunaan 

kekuasaan. Demokrasi lokal bukan sekadar miniatur demokrasi nasional, tetapi 

fondasi yang menopang bangunan demokrasi secara keseluruhan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberi 

harapan akan terbentuknya Pilkada yang lebih demokratis. Namun, peluang yang 

dibuka oleh keputusan ini harus diiringi oleh kesadaran politik masyarakat dan 

reformasi struktural dalam partai politik. Partai politik harus menjalankan fungsi 

kaderisasi secara terbuka dan demokratis. Pemilu bukan sekadar kompetisi 

memperebutkan jabatan, tetapi ruang untuk memperdebatkan ide, visi, dan program 

yang ditawarkan kepada rakyat. Dengan dibukanya pencalonan untuk semua 

peserta pemilu tanpa diskriminasi ambang batas, maka partai-partai harus 
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memperkuat basis ideologinya, bukan sekadar mencari figur populer atau kandidat 

yang mampu “membeli tiket politik. 

Selain itu, peran media dan pendidikan politik juga menjadi sangat penting 

dalam memastikan bahwa rakyat memiliki kecakapan demokratis untuk 

memahami hak dan tanggung jawab politiknya. Pilkada yang demokratis hanya 

mungkin terwujud jika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang 

akurat, bebas dari hoaks, dan berani mengambil sikap politik berdasarkan 

penilaian rasional, bukan semata-mata karena tekanan sosial atau materi. 

Dengan demikian, demokrasi dalam konteks Pilkada adalah proses berlapis 

yang menuntut keterlibatan semua pihak. Negara harus menyediakan regulasi 

yang adil, lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga integritasnya, partai 

politik harus menjalankan fungsinya secara sehat, masyarakat sipil harus aktif 

melakukan pengawasan, dan rakyat harus berani mengambil peran sebagai pelaku 

utama demokrasi, bukan sekadar penonton. 

Sebagai simpulan dari seluruh bagian ini, dapat ditegaskan bahwa Pilkada 

adalah salah satu arena paling penting dalam perjuangan membangun demokrasi 

yang otentik di Indonesia. Melalui Pilkada, rakyat tidak hanya memilih pemimpin, 

tetapi juga menentukan arah pembangunan daerah, menegaskan eksistensinya 

sebagai subjek politik, dan membentuk hubungan yang sehat antara kekuasaan 

dan masyarakat. Maka dari itu, setiap langkah reformasi yang bertujuan 

memperkuat inklusivitas, transparansi, dan keadilan dalam sistem Pilkada harus 

didukung dan dijaga bersama. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk 

mengembalikan Pilkada kepada prinsip dasarnya: sebagai ruang demokrasi rakyat, 

bukan ruang transaksi elite. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 

Kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya diperlukan untuk 

memberikan dasar teoretis dan empiris mengenai implementasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Sejumlah 

penelitian terdahulu menyoroti pengaruh Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 
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terhadap sistem demokrasi lokal, keberadaan calon tunggal, dan implikasinya 

terhadap penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah di Indonesia. 

Penelitian-penelitian ini pada umumnya menggunakan pendekatan yuridis 

normatif untuk menelaah dasar hukum, asas demokrasi, dan prinsip kedaulatan 

rakyat yang terkandung dalam putusan MK. Namun sebagian kecil juga 

mengadopsi pendekatan empiris dengan melihat respons penyelenggara pemilu 

dan masyarakat terhadap fenomena calon tunggal. Penyajian tabel berikut 

memberikan gambaran posisi penelitian ini di antara berbagai penelitian terdahulu 

yang relevan. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Membahas Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fenomena 

Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 

 

No 
Peneliti & 

Tahun 
Judul Penelitian Tujuan & Metode Hasil Utama 

1 

M.N.P. 

Yuristama 

(2025) 

Analisis Dampak 

Putusan MK No. 

60/PUU-XXII/2024 

terhadap Keabsahan 

Calon Tunggal dalam 

Pilkada 

Tujuan: menganalisis 

pengaruh Putusan MK 

terhadap legitimasi calon 

tunggal. Metode: yuridis 

normatif. 

Putusan MK memperkuat 

dasar hukum calon tunggal, 

namun menimbulkan dilema 

legitimasi publik. 

2 

Hilda 

Restyani 

(2025) 

Putusan MK terhadap 

Fenomena Calon 

Tunggal di Pilkada 

2024 

Tujuan: menilai 

efektivitas implementasi 

putusan MK di daerah. 

Metode: normatif 

empiris. 

Implementasi masih lemah 

karena partisipasi publik 

menurun di daerah dengan 

calon tunggal. 

3 

F.G.F. 

Holqi, F.F. 

Handayani 

& W.P. 

Astuti 

(2025) 

Fenomena Calon 

Tunggal dan Arah 

Gerak Parpol pada 

Pilkada 

Kabupaten/Kota 2024 

Tujuan: menganalisis 

koalisi parpol dan 

dampaknya terhadap 

munculnya calon 

tunggal. Metode: 

kualitatif deskriptif. 

Parpol besar membentuk 

koalisi pragmatis yang 

mempersempit ruang 

kontestasi demokratis. 

4 

D. Mulyadi 

& C.C. 

Simbolon 

(2024) 

Fenomena Kotak 

Kosong dalam 

Pilkada Tahun 2024 

Tujuan: menelaah kotak 

kosong sebagai wujud 

protes politik. Metode: 

yuridis sosiologis. 

Kotak kosong mencerminkan 

resistensi masyarakat terhadap 

oligarki politik. 

5 

R.A.P. 

Pratama 

(2025) 

Pencalonan Kepala 

Daerah Berdasarkan 

Prinsip Negara 

Demokrasi (Studi 

Putusan MK No. 

60/PUU-XXII/2024) 

Tujuan: mengkaji prinsip 

demokrasi substantif 

dalam calon tunggal. 

Metode: yuridis 

normatif. 

Putusan MK memperluas 

tafsir demokrasi prosedural 

melalui legitimasi calon 

tunggal. 

6 
F. Nurjiani 

(2025) 

Pergeseran Threshold 

Pencalonan Kepala 

Daerah Perspektif 

Ibnu Rusdy Pasca 

Tujuan: menganalisis 

implikasi putusan MK 

terhadap ambang batas 

pencalonan. Metode: 

Putusan MK menurunkan 

hambatan legal pencalonan, 

memperbesar peluang calon 

tunggal. 
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No 
Peneliti & 

Tahun 
Judul Penelitian Tujuan & Metode Hasil Utama 

Putusan MK No. 

60/PUU-XXII/2024 

normatif filosofis. 

7 

S.W. 

Alfariki & 

A. Iskandar 

(2025) 

Analisis Yuridis 

Penarikan Dukungan 

PDIP terhadap Calon 

Terdaftar pada 

Pilkada Lampung 

Timur 

Tujuan: menganalisis 

aspek hukum penarikan 

dukungan parpol 

terhadap calon tunggal. 

Metode: normatif 

empiris. 

KPU menegakkan ketentuan 

MK meskipun terjadi 

dinamika politik partai. 

8 
H. Suheri 

(2025) 

Aspek Hukum dan 

Konstitusionalitas 

Kemenangan Kotak 

Kosong dalam 

Pilkada Serentak 

2024 

Tujuan: menilai legalitas 

kemenangan kotak 

kosong di Pilkada 

tunggal. Metode: yuridis 

analitis. 

Kotak kosong sah secara 

konstitusional sebagai 

mekanisme demokrasi 

alternatif. 

9 
E.I. Rohmah 

(2025) 

Legitimasi 

Konstitusional dan 

Perilaku 

Kelembagaan Parpol 

dalam Calon Tunggal 

Pilkada 2024 

Tujuan: menilai perilaku 

parpol terhadap 

fenomena calon tunggal. 

Metode: yuridis empiris. 

Parpol pragmatis menciptakan 

hegemoni calon tunggal dan 

menekan peran KPU menjaga 

fairness. 

10 

M. Zain & 

R. Arifin 

(2024) 

Evaluasi Kesiapan 

KPU Daerah dalam 

Implementasi Putusan 

MK Pilkada Serentak 

2024 

Tujuan: mengevaluasi 

kesiapan struktural KPU 

pasca putusan MK. 

Metode: deskriptif 

kualitatif. 

KPU daerah belum memiliki 

panduan baku terhadap 

pelaksanaan putusan MK 60. 

11 

D. 

Wulandari 

(2025) 

Pengawasan Bawaslu 

terhadap Proses 

Calon Tunggal di 

Pilkada Jawa Tengah 

2024 

Tujuan: menilai 

efektivitas pengawasan 

Bawaslu pada Pilkada 

tunggal. Metode: yuridis 

empiris. 

Pengawasan cenderung 

administratif dan belum 

menyentuh substansi 

demokrasi. 

12 
A. Priyanto 

(2025) 

Legal Implications of 

Constitutional Court 

Decision No. 

60/PUU-XXII/2024 

Tujuan: menelaah 

implikasi hukum putusan 

MK terhadap sistem 

Pilkada. Metode: 

normatif. 

Putusan MK memperkuat 

kepastian hukum, namun 

belum mengatur teknis 

pelaksanaannya. 

13 

N. 

Ramadhani 

(2025) 

Demokrasi Substantif 

dalam Konteks Calon 

Tunggal: Studi Kasus 

Sumatera Selatan 

Tujuan: menganalisis 

efektivitas demokrasi 

substantif pada Pilkada 

calon tunggal. Metode: 

yuridis empiris. 

Demokrasi substantif 

melemah bila partisipasi 

masyarakat menurun. 

14 

R.A. 

Pratama & 

S. 

Nugrahani 

(2024) 

Analisis 

Perbandingan 

Putusan MK No. 

60/PUU-XXII/2024 

dengan Putusan MK 

No. 100/PUU-

XIII/2015 

Tujuan: membandingkan 

interpretasi MK terhadap 

hak memilih dan dipilih. 

Metode: yuridis 

komparatif. 

Putusan MK 60 menegaskan 

kesinambungan tafsir 

konstitusional terhadap hak 

politik calon tunggal. 

15 
S. Kadar 

(2020) 

Checks-and-Balances 

dalam Pilkada Daerah 

Menganalisis dinamika 

checks-and-balances 

dalam sistem Pilkada di 

daerah menggunakan 

metode kualitatif 

Menemukan bahwa dominasi 

koalisi partai besar menutup 

ruang kompetisi politik, 

sehingga fenomena calon 

tunggal muncul akibat praktik 
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No 
Peneliti & 

Tahun 
Judul Penelitian Tujuan & Metode Hasil Utama 

normatif. kartel politik lokal. 

16 

R. Hidayat 

& M. 

Nurhasim 

(2021) 

Ambang Batas 

Pencalonan Kepala 

Daerah dan 

Demokrasi Lokal di 

Indonesia 

Mengkaji pengaruh 

ambang batas 

pencalonan terhadap 

keberagaman kandidat 

kepala daerah melalui 

pendekatan kuantitatif 

dan studi kasus. 

Ambang batas pencalonan 

berkontribusi signifikan 

terhadap berkurangnya 

alternatif calon dan 

melemahnya kualitas pilihan 

pemilih. 

17 
Saldi Isra 

(2022) 

Konsistensi Regulasi 

Pilkada dalam 

Perspektif Demokrasi 

Substantif 

Mengkaji sinkronisasi 

regulasi Pilkada terhadap 

prinsip demokrasi 

substantif dengan 

metode analisis hukum 

kritis. 

Regulasi Pilkada sering kali 

lebih menekankan stabilitas 

politik daripada perlindungan 

hak konstitusional warga, 

sehingga menimbulkan 

inkonsistensi demokratis. 

18 

Fitria & A. 

Setiawan 

(2023) 

Peran Mahkamah 

Konstitusi dalam 

Penyelenggaraan 

Pilkada: Kajian 

Implementasi Putusan 

Meneliti implementasi 

putusan-putusan MK 

dalam Pilkada melalui 

studi normatif-empiris di 

beberapa daerah. 

MK berperan sebagai 

constitutional engineer, 

namun efektivitas putusannya 

terkendala penafsiran terbatas 

dan resistensi politik lokal. 

19 
Prasetyo 

(2022) 

Fenomena Calon 

Tunggal dan 

Dampaknya terhadap 

Partisipasi Politik 

Menilai dampak 

keberadaan calon 

tunggal terhadap 

partisipasi politik 

masyarakat dengan 

metode survei lapangan. 

Calon tunggal cenderung 

menurunkan partisipasi politik 

dan memperlemah legitimasi 

hasil Pilkada. 

20 
Lestari 

(2023) 

Dilema 

Konstitusional Calon 

Tunggal dalam 

Pilkada 

Mengkaji legalitas calon 

tunggal dari sisi 

konstitusional dan 

demokrasi substantif 

dengan metode studi 

dokumen. 

Calon tunggal sah secara 

prosedural, tetapi 

menimbulkan defisit 

demokrasi secara substantif 

karena tidak mencerminkan 

kompetisi sejati. 

Sumber: Telaah literatur penulis (2025). 

 

Selain kajian nasional, terdapat pula sejumlah penelitian yang secara 

khusus membahas Pilkada di Provinsi Lampung, baik dari aspek hukum, politik, 

maupun kelembagaan. Penelitian-penelitian ini berfokus pada pelaksanaan 

Pilkada serentak, fenomena calon tunggal, partisipasi masyarakat, serta peran 

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. 

Kajian lokal ini penting karena memberikan konteks empiris terhadap 

situasi politik dan hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil 

penelusuran, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat 

dijadikan acuan untuk melihat dinamika demokrasi elektoral di Lampung. Tabel 

berikut menyajikan ringkasan penelitian-penelitian tersebut. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu yang Dilakukan di Provinsi Lampung Terkait Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah dan Peran Komisi Pemilihan Umum 

 

No Peneliti & Tahun Judul Penelitian 
Publikasi / 

Universitas 

Fokus & Temuan 

Utama 

1 
PI Riyanto & Y. 

Abdullah (2025) 

Single Candidate and 

Empty Box Lampung 2024: 

In the West Tulang Bawang 

Regional Election and the 

West Lampung Regional 

Election 

Jurnal Tapis: 

Aspirasi Politik 

Islam, IAIN Raden 

Intan Lampung 

Menelaah fenomena 

calon tunggal dan kotak 

kosong di dua kabupaten 

Lampung; menunjukkan 

penurunan partisipasi dan 

legitimasi demokrasi. 

2 

E.T. Yandy & F. 

Taufiqurrahman 

(2025) 

Empty Box in Regional 

Elections: Democratic 

Legitimacy and Institutional 

Imbalance in Government 

As-Siyasi: Journal 

of Government 

Studies, IAIN 

Raden Intan 

Lampung 

Menganalisis legitimasi 

“kotak kosong” di 

Pilkada Lampung; 

menemukan ketimpangan 

politik dan lemahnya 

checks and balances 

lokal. 

3 
R. Setiawan 

(2023) 

Analisis Yuridis terhadap 

Calon Tunggal pada 

Pemilihan Bupati di 

Kabupaten Lampung 

Tengah Tahun 2020 

Universitas 

Lampung 

Repository 

Menganalisis keabsahan 

calon tunggal 

berdasarkan UU No. 10 

Tahun 2016; KPU 

Lampung Tengah sah 

melanjutkan Pilkada 

calon tunggal. 

4 
N. Wulandari 

(2022) 

Partisipasi Politik 

Masyarakat Lampung 

Selatan dalam Pilkada 

Calon Tunggal Tahun 2020 

IAIN Raden Intan 

Lampung 

Menemukan partisipasi 

pemilih Lampung 

Selatan menurun karena 

persepsi hasil Pilkada 

sudah ditentukan. 

5 
N. Kurniasari & 

H. Pertiwi (2024) 

Peran KPU Provinsi dalam 

Menjaga Netralitas dan 

Demokrasi di Era Pilkada 

Tunggal 

Jurnal Tata 

Negara, 

Universitas 

Lampung 

Menganalisis peran KPU 

Lampung dalam menjaga 

netralitas pada Pilkada 

tunggal; menghadapi 

tekanan politik lokal. 

6 

G.P. Nugroho & 

R.C. Kurniawan 

(2025) 

Partai Politik dan 

Penurunan Ambang Batas 

Pencalonan dalam Pilkada 

(Studi Provinsi Lampung) 

Jurnal Ilmu 

Hukum 

(EBSCOhost) 

Menilai dampak 

penurunan threshold di 

Lampung; potensi calon 

tunggal tinggi, KPU 

menyiapkan pedoman 

verifikasi baru. 

7 
Nurfadillah, D. 

(2022) 

Kinerja KPU Provinsi 

Lampung dalam 

Pelaksanaan Pilkada 

Serentak 2020 

Jurnal Hukum dan 

Demokrasi Unila 

Menilai kinerja 

kelembagaan KPU 

Lampung; dinilai netral 

meski menghadapi 

kendala logistik dan 

koordinasi. 

8 
Rahman, M. 

(2021) 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Pilkada oleh KPU Provinsi 

Lampung dalam Perspektif 

Hukum Tata Negara 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Lampung 

Menelaah problem 

kelembagaan KPU 

Lampung dan pentingnya 

harmonisasi antara 

putusan MK dan 

peraturan KPU. 
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No Peneliti & Tahun Judul Penelitian 
Publikasi / 

Universitas 

Fokus & Temuan 

Utama 

9 
KPU Provinsi 

Lampung (2021) 

Laporan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pilkada 

Serentak Tahun 2020 di 

Provinsi Lampung 

KPU Provinsi 

Lampung 

Laporan resmi mengenai 

kendala teknis, 

partisipasi masyarakat, 

dan integritas proses 

Pilkada di Lampung. 

10 
Wulandari, T. 

(2023) 

Analisis Partisipasi Politik 

Generasi Muda pada 

Pilkada Provinsi Lampung 

2020 

Universitas 

Lampung 

Repository 

Mengkaji keterlibatan 

pemilih muda Lampung; 

partisipasi tinggi di kota, 

rendah di kabupaten 

dengan calon tunggal. 

Sumber: Telaah literatur penulis (2025). 

 

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang membahas 

putusan Mahkamah Konstitusi secara nasional maupun yang menelaah 

penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Lampung, dapat ditemukan sejumlah 

persamaan dan perbedaan yang penting dengan penelitian ini. 

Dari sisi persamaan, sebagian besar penelitian terdahulu memiliki fokus 

utama pada isu demokrasi elektoral dan legalitas calon tunggal dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian yang dilakukan oleh M.N.P. 

Yuristama148, R.A.P. Pratama149, dan F.G.F. Holqi, et al.150 menegaskan bahwa 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menjadi dasar hukum 

yang memperkuat legitimasi calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia. Sementara 

itu, penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung oleh PI Riyanto dan Y. 

Abdullah151, N. Wulandari152, serta R. Setiawan153 juga memiliki kesamaan tema, 

 
148 M N P Yuristama, “Analisis Dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Terhadap 

Keabsahan Calon Tunggal Dalam Pilkada” (Universitas Sebelas Maret, 2025), 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/122820. 
149 R A P Pratama, “Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi 

(Studi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024),” Jurnal Dinamika Hukum, 2025, 

https://jurnal.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/8923. 
150 F G F Holqi, F F Handayani, and W P Astuti, “Fenomena Calon Tunggal Dan Arah 

Gerak Parpol Pada Pilkada Kabupaten/Kota 2024,” Jurnal Pemerintahan & Politik Daerah, 2025, 

https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/politikdaerah/article/view/3249. 
151 P I Riyanto and Y Abdullah, “Single Candidate and Empty Box Lampung 2024: In the 

West Tulang Bawang Regional Election and the West Lampung Regional Election,” Jurnal Tapis: 

Aspirasi Politik Islam, 2025, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/27569. 
152 N Wulandari, “Partisipasi Politik Masyarakat Lampung Selatan Dalam Pilkada Calon 

Tunggal Tahun 2020” (IAIN Raden Intan Lampung, 2022), 

https://repository.radenintan.ac.id/23786/. 
153 R Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Calon Tunggal Pada Pemilihan Bupati Di 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020” (Universitas Lampung, 2023), 

https://repository.unila.ac.id/id/eprint/37921/. 
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yaitu menyoroti fenomena calon tunggal dan dampaknya terhadap partisipasi 

politik serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal. 

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-

penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu pada umumnya 

hanya membahas aspek normatif atau teoretis dari putusan Mahkamah Konstitusi 

maupun fenomena calon tunggal, tanpa menelusuri secara mendalam 

implementasi kelembagaan di tingkat daerah. Kajian di Lampung misalnya, lebih 

banyak berfokus pada partisipasi politik, peran partai politik, atau fenomena kotak 

kosong, sedangkan penelitian ini secara spesifik menelaah penerapan Putusan MK 

No. 60/PUU-XXII/2024 oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, dalam konteks 

hukum tata negara dan kebijakan administratif penyelenggaraan Pilkada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di Kabupaten Lampung Timur berlangsung 

secara adaptif dan bertahap melalui sinergi antara norma konstitusional dan 

kebijakan administratif penyelenggara pemilu. Pada awal tahapan pendaftaran 

(27–29 Agustus 2024), hanya satu pasangan calon yang mendaftar sehingga 

berpotensi terjadi calon tunggal. Sebagai respons, KPU Kabupaten Lampung 

Timur mengambil langkah strategis berupa perpanjangan masa pendaftaran. 

Setelah terbitnya Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 sebagai 

panduan teknis pasca putusan MK, KPU melakukan verifikasi ulang terhadap 

dokumen pasangan calon kedua yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi 

syarat administratif. Verifikasi ulang ini menghasilkan penetapan dua pasangan 

calon yang memenuhi syarat, sehingga Pilkada Kabupaten Lampung Timur 2024 

akhirnya berlangsung secara kompetitif tanpa calon tunggal. 

Putusan MK telah berhasil membuka ruang partisipasi politik yang lebih 

inklusif bagi partai politik kecil dengan menghapus pembatasan ambang batas 

pencalonan berbasis perolehan kursi atau suara pemilu legislatif sebelumnya. 

Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kecepatan 

harmonisasi antara putusan konstitusional dengan regulasi teknis di tingkat 

penyelenggara pemilu. Tanpa respons administratif yang cepat dan adaptif seperti 

yang dilakukan KPU Lampung Timur, potensi terjadinya calon tunggal tetap ada 

meskipun secara normatif telah dihilangkan oleh putusan MK. 
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B. Saran 

KPU RI Segera menyusun dan menetapkan Peraturan KPU yang 

komprehensif sebagai penyesuaian normatif terhadap Putusan MK No. 60/PUU-

XXII/2024, sehingga menghindari ketergantungan pada surat edaran sebagai dasar 

hukum sementara dan meminimalkan ketidakpastian hukum pada 

penyelenggaraan pemilu mendatang. 

KPU Kabupaten/Kota Memperkuat kapasitas kelembagaan dan pemahaman 

konstitusional aparatur penyelenggara pemilu dalam merespons putusan 

Mahkamah Konstitusi, termasuk kemampuan menggunakan diskresi administratif 

secara proporsional untuk menjaga semangat demokrasi tanpa mengabaikan asas 

kepastian hukum. 

Pemerintah dan DPR Merevisi Undang-Undang Pilkada secara permanen 

untuk menyesuaikan dengan putusan MK, dengan merumuskan mekanisme 

pencalonan yang terbuka namun tetap mempertimbangkan aspek stabilitas politik 

melalui instrumen selain ambang batas keterwakilan. 

Masyarakat Sipil dan Akademisi: Meningkatkan peran pengawasan 

partisipatif terhadap proses pencalonan kepala daerah guna memastikan bahwa 

semangat inklusivitas putusan MK tidak dikooptasi melalui praktik administratif 

yang diskriminatif atau bias terhadap kepentingan elite politik tertentu. 
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